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Nurul Alfiyah, Nomor Pokok E 111 11 002, dengan judul “Strategi 
Politik Calon Legislatif Perempuan Partai Nasdem di Kota Palopo” 
dibimbingan Oleh Dr. Gustiana A. Kambo, M.Si selaku pembimbing I dan A. 
Naharuddin, S.IP, M.Si selaku pembimbing II. 
Tujuan dari disusunnya ini adalah untuk mengetahui bagaimana 
strategi partai Nasdem dalam meningkatkan keterwakilan perempuan dalam 
lembaga Legislatif kota Palopo dan bagaimana stategi perempuan partai 
Nasdem dalam meningkatkan kapasitasnya untuk mencapai suara rakyat. 
Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan tipe 
penelitian deskriptif analisis. Lokasi Penelitian di Kecamatan Wara, 
Kecamatan Mungkajang dan Kecamatan Wara Barat di Kota Palopo. Teknik 
yang digunakan dalam pengumpulan data yakni observasi, wawancara dan 
studi pustaka. Data-data yang diperoleh akan direduksi berdasarkan 
keperluan, kemudian dikumpulkan lalu disimpulkan untuk disajikan. 
Keterlibatan perempuan dalam proses politik di Indonesia masih 
sangat minim. Tingginya budaya patriarki yang  melekat dalam budaya 
Indonesia menjadi penghalang keterwakilan perempuan dalam legislatif. 
Budaya ini memandang perempuan lemah dan lebih memposisikan 
perempuan sebagai ibu rumah tangga.  
Oleh sebab itu merupakan sebuah keharusan bagi politisi untuk 
memiliki strategi politik jika ingin mewujudkan cita - cita politik, karena tanpa 
strategi, pencapaian tujuan utama dalam merebut maupun mempertahankan 
kekuasaan akan sulit terwujud. Dalam implementasinya di dunia politik, para 
politisi akan menggunakan strategi politik (Ofensif dan Defensif) untuk 
merebut dan mempertahankan kekuasaan dengan berbagai cara sepanjang 
tidak bertentangan dengan konstitusi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Strategi Offensif, Masyarakat 
hanya memandang calon legislatif yang memperhatikan nasib masyarakat 
dan memilih jika di janjikan apapun yang dibutuhkannya dapat di penuhi oleh 
calon legislatif jika terpilih, (2) Strategi Defensif adalah strategi yang juga 
memanfaatkan program pemerintah untuk mempengaruhi masyaraka, tetapi  
strategi ini dilakukan untuk mempertahankan pemilih yang sudah ada dan 





Nurul Alfiyah, Main number E 111 11 002, with the title "Women 
Legislative Candidates Nasdem Party’s Political Strategy in Palopo" 
guided By Dr. Gustiana A. Kambo, M.Si as advisor I and A. Naharuddin, 
S.IP, M.Si as advisor II. 
The purposes are to know how does Nasdem party’s strategy improve 
the representation of women at legislative institutions in Palopo town and how 
does women legislative candidates of Nasdem Party’s strategy improve their 
capacity by getting vote in public. The method is a qualitative research 
method with descriptive type of analysis. The research is hold in Wara, 
Mungkajang and West Wara in Palopo. The techniques to collect data is 
observation, interview and literature study. The obtained data will be reduced 
based on needs for collecting and summarizing to presentation.  
The involvement of women on political process in Indonesia is still 
minimum. The effect of patriarchal culture which is embedded to the culture of 
Indonesia becomes an obstacle of women representation in the legislature. 
This culture puts women to become a feeble and most of them are seen as 
housewives.  
Therefore, it is a must for politicians to have a political strategy for 
making political goals, because without a strategy, the achievement of the 
main goal of seizing and maintaining power would be difficult to make it true. 
In the implementation in the world of politics, the politicians would use political 
strategies (offensive and defensive) to seize and maintain power in various 
ways as long as not contrary to the constitution.  
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The results show that (1) Offensive Strategy, People only look at 
candidates who cared for the community and choose the candidate who 
keeps the promises in election, (2) Defensive strategy is a strategy to take 
advantage of government programs for getting votes in public, but this 
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A. Latar Belakang 
Di era pemilukada langsung partisipasi perempuan untuk menjadi 
calon kepala daerah/wakil kepala daerah terbilang cukup menggembirakan, 
hal ini tidak hanya menandakan kebangkitan gairah partisipasi perempuan 
dalam arena kompetisi elit politik lokal, tetapi sekaligus menyiratkan 
keberhasilan perempuan dalam menjalankan strategi politik untuk bisa 
bersaing dengan laki-laki. Tanpa adanya strategi politik, akan sangat sulit 
bagi perempuan menembus dinamika politik kontestasi pemilukada yang 
masih kental dengan kultur patriarki. 
Ada berbagai alasan yang sering di kemukakan berkaitan dengan 
sukarnya akses perempuan dalam peran-peran publik tersebut. Alasan 
pertama kita masih dalam budaya patriarkhi mencirikan kepemimpinan laki-
laki, tidak peka gender, dan kurang leluasa memberikan peranan kepada 
kaum perempuan untuk akses tersebut. Dalam masyarakat patriarkhi seperti 
Indonesia, peluang perempuan untuk meraih jabatan - jabatan itu 
membutuhkan pengorbanan tersendiri (kalau tidak bergantung pada nasib). 
Para politik kita yang kebanyakan kaum laki-laki, kecil kemungkinan 
mengakomodasi kepentingan perempuan. Alasan kedua, perempuan sendiri 
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memang tidak berusaha mendapatkan kedudukan itu. Mereka cukup puas 
berada dibelakang layar, peran-peran publik dengan mendukung perjuangan 
laki-laki yang nota bene antara lain suami, kakak, kakek, atau saudara laki-
laki mereka. Dalam konteks ini berlaku falsafah trickle down effect, yakni 
ketika laki-laki memperoleh kedudukan, keuntungan dan kesejahteraan tentu 
akan menetes dan ikut mensejahterakan perempuan. 
Bagaimanapun pada hakikatnya, sebagaimana konsep nurture 
(perbedaan laki-laki dengan perempuan adalah sebagai hasil konstruksi 
sosial dan budaya) dan nature (kodrat/alam) yang untuk selanjutnya 
membedakan peran dan tugas yang berbeda. Karena perbedaan yang 
demikian, maka tidak mungkin kaum perempuan mampu menyetarakan 
dirinya dengan kaum laki-laki. Karena itu di cari suatu terobosan untuk 
mencapai adanya keadilan gender. 
Rendahnya representasi perempuan dalam politik formal merupakan 
masalah penting bagi perempuan untuk mengartikulasikan kepentingannya. 
Karena dengan keadaan seperti itu maka kebijakan-kebijakan pemerintah 
yang dikeluarkan menjadi kurang menunjukkan keberpihakkan terhadap 
kepentingan - kepentingan perempuan. Dengan memasukkan berbagai 
kepentingan perempuan diharapkan dalam pengambilan keputusan dapat 
lebih sensitif terhadap berbagai macam perbedaan tidak saja perbedaan 
kepentingan gender, tapi juga perbedaan - perbedaan kelas sosial, suku, 
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agama, orientasi seksual, dan lain-lain. Agar suara perempuan memiliki 
kesempatan untuk membawa perubahan yang berarti dalam proses 
pengambilan keputusan politik. 
Keterwakilan perempuan dalam Sistem Pemilihan Umum Proporsional 
terbuka sebenarnya sudah diberikan kesempatan melalui sistem kuota 30% 
sebagai “tindakan khusus sementara” (affirmative action) untuk meningkatkan 
keterwakilan perempuan diperlemen sehinga mencapai sedikitnya minoritas 
kritis yaitu 30% dari total anggota parlemen. 
Tindakan afirmatif (affirmative action) yang sering didefenisikan sebagai 
“langkah strategis untuk mengupayakan kemajuan dalam hal kesetaraan dan 
kesempatan sangat diperlukan bukan hanya formalitas tetapi lebih bersifat 
subtantif bagi kelompok-kelompok tertentu seperi kaum perempuan atau 
minoritas kesukuan yang saat ini kurang terwakili di posisi-posisi yang 
menentukan di masyarakat.” 1 
Namun ternyata persoalan tidak selesai dengan kuota. Pasalnya, 
ketika daftar calon legislatif disusun oleh partai-partai peserta Pemilihan 
Umum tampak calon legislatif-calon legislatif perempuan tidak ditempati di 
“nomor jadi”. Apabila dilihat lebih dalam memang para pengurus partai 
mayoritas adalah laki-laki. Partisipasi politik dalam hal keikutsertaan 
                                                          
1
 Kuota 30 Persen Perempuan. Hal. 25 
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perempuan sabagai calon legislatif memang cukup tinggi, akan tetapi akses 
perempuan untuk maju dalam nomor jadi akan selalu dihadapkan dengan 
adanya pemikiran bahwa laki-laki dianggap lebih berkualitas dibandingkan 
perempuan apalagi dengan dominasi laki-laki dalam kepengurusan partai 
politik. 
Hasrat sebagian besar kalangan perempuan di Indonesia saat ini, 
adalah Strategi yang harus dilakukan oleh masing-masing calon legislatif 
hanya satu yaitu, bagaimana memperoleh “suara terbanyak”. Rumusnya 
sangat sederhana, yaitu popularitas ditambah elektabilitas menghasilkan 
jumlah suara terbanyak dan suara untuk satu kursi. Di dalam situasi politik 
seperti ini, cara berpolitik dengan menerapkan nasehat politik Machiavelli 
akan dengan mudah dijumpai di berbagai tempat. Mekanisme ini 
menunjukkan adanya dan akan terjadi persaingan bebas antar-politisi, 
internal dan eksternal partai, lelaki vs perempuan. Dengan kata lain, ada 
pembelajaran politik bagi semangat demokrasi yang baik dan adil bagi 
kehidupan demokrasi bangsa. 
Dengan demikian, partai politik mau tidak mau harus merevitalisasi 
peran dan kinerjanya dalam membangun institusi partai menjadi lebih modern 
dan menghasilkan calon legislatif yang berkualitas, dikenal dan mampu 
menjaring konstituennya masing-masing. 
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Dibalik keberhasilann perempuan dalam ikut serta pemilihan umum 
selalu terdapat strategi politik yang telah dipersiapkan dengan matang. Tanpa 
stategi politik yang tepat, peluang keberhasilan politik tentu akan sangat kecil. 
Walaupun perempuan memiliki kapabilitas, kredibilitas dan rekam jejak politik 
yang baik, namun hal itu tampaknya belum cukup memberikan garansi bagi 
perempuan untuk bisa menaiki panggung pemilihan umum. Sehingga bisa 
dikatakan bahwa kendala utama bagi perempuan yang berlaga dipemilihan 
umum bukanlah dari pengaruh kultur patriarki, maupun pengaruh dari kualitas 
sumber daya manusia (SDM) perempuan itu sendiri, namun sebenarnya 
terletak pada kemampuan menemukan strategi politik yang tepat. 
Partai Nasdem adalah satu-satunya partai politik yang baru terbentuk 
dan lolos verfikasi dan mendapatkan no urut 1 pada peserta pemilu Indonesia 
2014. Partai NasDem diresmikan di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara pada 
tanggal 26 Juli 2011. Partai politik ini pelopori oleh Surya Paloh sekaligus 
pendiri organisasi yang memiliki nama sama yaitu Nasional Demokrat.  
Keterwakilan perempuan dalam kepengurusan Partai politik telah 
secara tegas dicantumkan dalam  Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 
tentang Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU Pemilu Legislatif)  telah 
menjamin keterwakilan perempuan sebagai calon anggota legislatif. 
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Karena telah memberikan perlakuan khusus (affirmative action) 
kepada perempuan dan sejalan dengan  konstitusi.  menyebutkan partai 
politik wajib mengajukan minimal 30%  perempuan sebagai  calon anggota 
legislatif. Undang-undang tersebut juga diperkuat dengan Peraturan Komisi 
Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota 
Legislatif.2 
Keberadaan Partai NasDem yang dideklarasikan pada 26 Juli 2011 
dan  didaftarkan ke Departemen Hukum dan HAM pada 27 Juli 2011, 
memang telah menimbulkan fragmentasi internal. Kelahiran Partai NasDem 
tidak bisa dipisahkan lepas dari visi dan misi utama  organisasi 
kemasyarakatan (ormas) Nasional Demokrat, yaitu menggalang Gerakan 
Perubahan Restorasi Indonesia.  Setelah resmi menjadi partai, NasDem terus 
berupaya memenuhi persyaratan sebagaimana telah diatur dalam undang-
undang untuk menjadi partai peserta pemilu.Bersama dengan 46 parpol yang 
mengajukan diri ikut Pemilu 2014, Partai NasDem mengajukan berkas 
administrasi kepartaian ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Setelah 
melakukan verifikasi administrasi  untuk ikut Pemilu 2014, KPU  
mengumumkan  pada  tanggal  28  oktober  2012 dinyatakan lolos dan 
merupakan  partai baru yang lolos tahap verifikasi administrasi adalah Partai 
                                                          
2
 Theglobejournal,  Sosial  Indonesia  Membutuhkan  Pemimpin  Perempuan Di unduh  (Surabaya:  
http://theglobejournal.com), 25 Agustus 2015 
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NasDem. Bagi Partai NasDem apa yang diumumkan KPU bukan suatu 
kejutan.  
Hasil  dari  verifikasi faktual menyatakan Partai NasDem lolos dalam 
memenuhi persyaratan verifikasi faktual tingkat pusat sebagaimana diatur 
dalam UU Pemilu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu. 
Partai NasDem memenuhi semua syarat verifikasi faktual di seluruh provinsi, 
yaitu:  
a. Memiliki kepengurusan seperti Ketua, Bendahara, dan 
Sekretaris Jenderal.  
b. Memiliki lebih dari 30% anggota perempuan. 
c. Memiliki kantor yang digunakan sampai akhir Pemilu 2014. 
Bahkan kemudian, Partai NasDem membuat sejarah mendapatkan 
nomor urut 1 sebagai peserta Pemilu 2014. Dengan telah ditetapkannya 
nomor urut partai peserta Pemilu 2014, maka Partai NasDem yang bernomor 
siap mengikuti Pemilu 2014 untusk satu tekad mewujudkan gerakan 
perubahan melalui Restorasi Indonesia. Namun satu hal yang harus diingat 
adalah bagaimana memajukan negeri dengan tetap menjaga hak-hak rakyat 
dengan utuh, menciptakan keterwakilan perempuan di legislatif yang 
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berpotensi tidak hanya sekedar caleg karbitan hanya untuk demi memenuhi 
kuota 30% itu sendiri.3 
Ketua Partai Nasdem Halim Ahmad sebelumnya sangat yakin bisa 
memenangkan 6 kursi karena Nasdem salah satu partai yang bersih, tidak 
ada kadernya yang terlibat dalam korupsi maupun tersangka kasus hukum 
yang lainnya. Ketatnya persaingan pada pemilihan umum legislatif tahun 
2014, tidak saja terjadi antar calon legislatif dari partai politik lain, tetapi pada 
calon legislatif dari sesama teman satu partai. Bahkan, di daerah pemilihan 
(Dapil) yang samapun akan terjadi perang tanding antar teman separtai untuk 
memperoleh dan memenangkan suara terbanyak. Dalam hal ini, partai politik 
tidak akan memiliki satupun kekuatan yang terstruktur untuk membantu 
kader-kadernya agar dapat keluar atau dijagokan dan ditetapkan sebagai 
pemenang. Kemudian, yang ada hanyalah pertarungan antar individu dengan 
mengandalkan modal politik diri calon legislatif masing-masing. 
Pada pemilu 2014, keterangan mayoritas caleg gagal diperoleh dari 
keterangan elite 3 parpol (PAN, Nasdem, dan Gerindra). Jumlah caleg 
perempuan yang ikut serta dalam kompetisi 9 April 2014 yang lalu berjumlah 
106 caleg perempuan yang lolos ke DPRD berjumlah 5 (caleg), dari Partai 
                                                          
3
 PartaiNasDem, Lolos Verifikasi (Palopo: http://partainasdem), 5 juni 2015. 
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Nasdem  berjumlah 9 caleg yang tersebar masing-masing di 3 daerah 
pemilihan (dapil) yaitu  
1. Daerah pemilihan 1 (Kecamatan Bara, Kecamatan Wara Utara, 
Kecamatan Telluwanua),  
1) Hj. Rugaiyah, S.Ag. M.Si 
2) Yuanita Silviaty. H 
3) Wahida Karim 
2. Daerah pemilihan 2 (Kecamatan Wara Timur, Kecamatan 
Sendana. Kecamatan Wara Selatan),  
1) Nur Rahmah Karaeng Bajen, S.TP 
2) A. Erni Mannarai 
3) Nuryati 
3. Daerah pemilihan 3 (Kecamatan Wara Barat, Kecamatan Wara, 
Kecamatan Mungkajang).  
1) Asma Achlen Pane 
2) Dra. Riatna Arianty 
3) Hasriyanti  
Dan yang lolos ke DPRD hanya 1 Caleg perempuan yaitu perwakilan 
dari daerah pemilihan 3.  
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Hal ini dikarenakan perjuangan perempuan untuk memperbanyak 
wakilnya di parlemen pada dasarnya belum tuntas. Selama ini, tuntutan untuk 
memperbanyak wakil perempuan hanya pada tataran affirmative action atau 
tindakan khusus yang sifatnya sementara. Artinya partai politik peserta 
pemilu diharuskan memenuhi 30 persen keterwakilan perempuan di tiap-tiap 
daerah pemilihan atau dapil. Bahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan 
bertindak tegas dengan mencoret partai di dapil apabila tidak memenuhi 
kuota 30 % itu. Kemudian yang menjadi masalah adalah sistem  pemilu yang 
mengakibatkan kuantitas caleg DPR dari kalangan perempuan menurun. 
Sistem tersebut, yaitu proporsional terbuka atau suara terbanyak.  
“Dengan sistem pemilu proporsional  terbuka, perempuan memiliki 
keterbatasan secara resource dan waktu  terbatas. Pada prinsipnya strategi 
politik merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki bagi setiap perempuan 
yang secara serius ingin berkompetisi dalam pemilihan umum. Karena 
pemilihan umum bukanlah arena untuk sekedar bermain angka elektabilitas. 
Banyak komponen yang diperhitungkan, mengingat pemilihan umum 
merupakan kompetisi yang menyita banyak waktu, tenaga dan biaya dari 
kontestan. Maka, diperlukan proses perencanaan, persiapan, pelaksanaan, 
dan evaluasi yang saksama. Tanpa menyiapkan strategi politik, kandidat 
yang akan bertarung di arena pemilihan umum hanya akan dihadapkan pada 
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dua kemungkinan, yakni suatu percobaan “bunuh diri” yang sedikit konyol 
atau memang ditakdirkan sebagai “tumbal politik". 
Menganalisis visi dan misi dari partai Nasdem sebagai suatu langkah 
untuk melihat apakah partai nasdem telah mengintegrasikan aspek gender 
dalam proses pencalonan anggota legislatif. Dalam hal ini,  peneliti akan 
menganalisis apakah rumusan yang terdapat dalam visi dan misi partai 
nasdem ini sudah responsive gender. 
Table. 1 
Profi Visi dan Misi Partai NasDem 
Visi Misi 
Mengembalikan tujuan 
bernegara yang termaktub 
dalam pembukaan Undang-
Undang Dasar  1945; yakni 
Negara yang merdeka, 
bersatu, berdaulat, adil dan 
makmur 
Menggalang kesadaran dan kekuatan masyarakat 
untuk melakukan gerakan perubahan melalui 
restorasi Indonesia 
adalahgerakanmemulihkan,mengembalikan, serta 
memajukan, fungsi pemerintahan  Indonesia 
kepada cita-cita proklamasi 1945, memajukan 
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan 
berbangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. 
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Berdasarkan visi dan misi partai NasDem dapat diketahui bahwa tidak 
ada pernyataan yang secara eksplisit menetapkan adanya upaya untuk 
menempatkan laki-laki dan perempuan dalam proporsi seimbang, namun 
terdapat pernyataan yang dapat dimaknai bahwa partai nasdem memberikan 
perhatian akan kesejahteraan di masyarakat. 
Model pemilihan langsung bisa saja berpotensi menghambat dan 
mungkin saja akan membebani perempuan untuk berkompetisi 
memperebutkan kursi kepala daerah. Pasalnya sistem pemilukada tidak 
hanya dianggap menguras energi para kandidat karena prosesnya yang 
cukup panjang, tetapi juga memaksa para kandidat untuk bekerja keras 
mencari dukungan politik dan dukungan suara. 
Strategi politik merupakan sebuah cara yang digunakan dalam dunia 
politik termasuk dalam menghadapi pemilihan legislatif. Strategi yang 
digunakan diharapkan mampu memberikan hasil yang optimal bagi 
kompetitor. Strategi pemenangan yang dibutuhkan oleh caleg perempuan 
membutuhkan kematangan perencanaan guna memasarkan program-
program politiknya. Caleg perempuan yang bersaing dengan para kompetitor 




Strategi yang digunakanpun beragam baik calon baru maupun calon 
incumbent. Tetapi dari berbagai strategi yang dilakukan para calon, adapun 
yang menarik dari salah satu strategi yang digunakan oleh calon-calon 
legislatif, dimana para calon anggota Legislatif perempuan tersebut 
menggunakan strategi dengan memanfaatkan program pemerintah untuk 
menarik suara simpatisannya baik simpatisan yang sudah ada dan terus ingin 
dipertahankan (defensif), maupun menambah jumlah simpatisannya atau 
pemilih baru (ofensif) dan adapula yang menggunakan strategi kekeluargaan 
(strategi tradisional). 
 
B. Rumusan Masalah 
Memperhatikan luasnya cakupan masalah yang akan diteliti mengenai 
”Strategi Politik Perempuan Partai Nasdem di Kota Palopo”, maka penulis 
membatasinya pada persoalan sebagai berikut :  
1. Bagaimana strategi ofensif yang dilakukan caleg perempuan Partai 
Nasdem dalam pileg 2014 di Kota Palopo? 
2. Bagaimana strategi defensif yang dilakukan oleh Caleg perempuan 







C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan 
untuk mendeskripsikan strategi yang dilakukan oleh caleg perempuan 
(Hasriyanti) guna memenangkan persaingan dan lolos menjadi anggota 
DPRD Kota Palopo. 
D. Manfaat Penelitian 
Hasil dari akhir penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai 
bahan masukan bagi pihak-pihak terkait dalam merumuskan kebijakan 
terutama yang berkenaan dengan partisipasi kaum perempuan dalam 
pembangunan khususnya di bidang politik. Selain itu untuk memberi 
informasi kepada masyarakat sejauh mana parpol menyerap aspirasi kaum 











Permasalahan penelitian ini difokuskan pada bagaimana strategi 
perempuan  partai Nasdem dalam pemilihan umum legislatif di Kota Palopo. 
A. Pendekatan Institusionalisme 
Sampai tahun 1950-an, dominasi pendekatan Institusional dalam ilmu 
politik sedemikian kuat sehingga asumsi-asumsi dan praktik-praktiknya jarang 
ditentukan, namun menjadi korban kritik terus-menerus. Premis metodologis 
dan toritis dibiarkan tak teruji di balik tabir ’common sense’ akademik. Di luar 
teori politik, aktivitas inti dalam ilmu politik adalah deskripsi tentang konstitusi, 
sistem hukum, dan strukur pemerintahan, dan perbandingannya antarwaktu 
dan lintas negara. Institusionalisme adalah ilmu politik.   
Pendekatan Institusional memandang partai politik sebagai lembaga 
yang memiliki struktur dan fungsi untuk mencapai tujuan. Teori kelembagaan 
(Institusional), yang menyatakan bahwa partai politik dibentuk oleh lembaga-
lembaga negara baik legislatif maupun eksekutif sebagai kebutuhan para 
anggotanya untuk mengadakan kontak dan membina dukungan dengan 
masyarakat. Hal ini dilakukan agar kebijakan-kebijakan yang dihasilkan tidak 
bias dengan kebutuhan, tuntuan, dan harapan publiknya. Sehingga dibuatlah 
wadah yang mampu menampung aspirasi warga masyarakat yang kemudian 
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dikenal dengan istilah partai politik. Partai politik adalah organisasi yang 
mempunyai fungsi sebagi penyalur artikulasi dan agregasi kepentingan publik 
yang paling mapan dalam sebuah sistem politik modern. Secara sederhana 
partai politik merupakan representition of ideas  yang harus ada dalam 
kehidupan politik modern yang demokrasi. Partai politik sebagai suatu 
organisasi yang berorientasi pada representation of ideas secara ideal 
dimaksudkan untuk mewakili kepentingan-kepentingan warga, memberikan 
jalan kompromi bagi pendapat/tuntutan yang saling bersaing, serta 
menyediakan ruang bagi suksesi kepemimpinan politik secara damai dan 
legitimasi.  
Roger Soltau mengkaji bahwa partai politik merupakan perantara yang 
besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi-ideologi sosial 
dengan lembaga-lembaga pemerintahan yang resmi dan yang 
mengkaitkannya dengan aksi politik di dalam masyarakat politik yang lebih 
luas.  Partai politik merupakan salah satu pilar dan institusi demokrasi yang 
penting dalam membangun politik yang lebih berkualitas dan beradab. Partai 
politik dengan perbagai peran dan fungsinya diupayakan mampu meredam 
(bahkan menyelesaikan) berbagai persoalan yang muncul dalam masyarakat 
modern saat sekarang ini. Karena itu, tidak keliru apabila Samuel P. 
Huntington pernah mengutarakan bahwa: 
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”partai-partai yang kuat dan terinstitusionalisasi akan menjanjikan 
terbangunnya sistem demokrasi yang lebih baik.”  
Untuk menjamin kemampuan memobilisasi dan menyalurkan aspirasi 
konstituen itu, struktur organisasi partai politik yang bersangkutan haruslah 
disusun sedemikian rupa, sehingga ragam kepentingan dalam masyarakat 
dapat ditampung dan diakomodasikan seluas mungkin. 
Bukanlah usaha yang mudah untuk melakukan pengembangan 
kelembagaan partai politik pada masa transisional, setidaknya itu yang 
diuraikan oleh Larry Diamond dan Richard Gunther dalam bukunya Political 
Parties and Democracy. Ada seperangkat cara yang perlu dilakukan oleh 
partai untuk melembagakan dirinya sendiri agar tumbuh dan berkembang 
sesuai dengan peran dan fungsi yang sejatinya. Sedikitnya terdapat tiga 
bidang yang perlu diperhitungkan manakala pelembagaan pengembangan 
partai politik hendaknya dikedepankan, yaitu : 
Pertama, Keutuhan Internal. Suatu keutuhan partai dapat dilihat dari 
ada tidaknya pembelahan dalam partai (faksionalisme internal). Adanya 
dialog dalam partai memang prasyarat penting bagi tumbuhnya wacana yang 
sehat, namun tumbuhnya perdebatan bahkan lahirnya faksionalisme dalam 
partai akan dapat merugikan pengembangan partai politik ke depan. Karena 
itu, ada beberapa catatan penting guna menumbuhkan keutuhan internal 
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partai; (1) mendorong dialog demokrasi di dalam tubuh partai,  (2) meresapi 
berbagai prinsip dan kebijakan internal partai, dan (3) memiliki mekanisme 
yang menjamin berlakunya proses dan prosedur yang benar ketika muncul 
pertikaian. 
Kedua, Ketangguhan Organisasi. Partai politik memiliki tujuan dan 
kepentingan untuk meraih konstituen guna pembangunan legitimasi politik 
dirinya. Tujuan tersebut dapat tercapai apabila partai politik berhasil 
menyebarkan sumber daya ke level-level yang lebih rendah daripada di 
tingkat Pusat/Nasional. Hal ini menunjukkan bahwa ketangguhan partai politik 
di semua level adminitrasi pemerintahan perlu dibangun sedemikian rupa, 
sehingga sumber-sumber daya (manusia, finansial, serta metode) dapat 
bekerja demi kepentingan dan tujuan partai politik dalam jangka pendek dan 
jangka panjang. Mewujudkan nilai-nilai demokratis yang aktual dan permanen 
dalam partai politik sangatlah berguna bagi institusionalisasi dan 
perkembangan partai. 
Ketiga, Identitas Politik Partai. Identitas partai menjadi penting ketika ia 
berupaya untuk mengejar jabatan di pemerintahan. Karena itu gagasan yang 
jelas dan konstruktif, prinsip-prinsip yang berorientasi publik, pelibatan 
anggota partai, serta program-program yang matang menjadi citra yang perlu 
dibangun dalam mengonstruksi identitas partai yang kuat. Dukungan suara 
pada partai politik memerlukan strategi yang jitu dan konkret. Dan, salah satu 
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jalan yang paling jitu dalam meraup dukungan pemilih adalah melalui 
mekanisme kampanye. Guna memaksimalkan perolehan dukungan dari para 
votels, partai politik harus mengorganisasi sumber daya-sumber daya internal 
partai. Untuk tujuan itu, partai politik harus memiliki gagasan yang jelas 
mengenai realisasi kebutuhan pemilih.  
Terkait dengan hal terakhir, seperti yang telah dibahas di atas, lebih 
khusus lagi, dalam rangka mendekatkan konstituen dengan partai politik 
dukungannya, maka perlu ada metode dan strategi yang dibentuk guna 
keperluan itu. Setidaknya ada empat aktivitas yang dapat dilakukan, pertama, 
melakukan pendidikan dan pemberdayaan warga. Pendidikan politik, melalui 
civil education (pendidikan warga), voter education (pendidikan pemilih), 
dialog terbuka. Pendekatan ini melihat proses pembuatan kebijakan 
terkadang dibentuk oleh kesepakatan atau kesepahaman tak tertulis daripada 
oleh tatanan formal. 
 
B. Konsep Strategi Politik 
Menurut Joko Prihatmoko & Moesafa bahwa strategi adalah segala 
rencana dan tindakan yang dilakukan untuk memperoleh kemenangan dalam 
pemilu. Strategi mencakup berbagai kegiatan diantaranya menganalisa 
kekuatan dan potensi suara yang akan diperoleh, juga untuk mengetahui 
metode pendekatan yang diperlukan terhadap pemilih. Agar suatu kontestan 
dapat memenangkan pemilihan umum, ia harus dapat membuat pemilih 
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berpihak dan memberikan suaranya. Hal ini hanya akan dapat dicapai 
apabila kontestan memperoleh dukungan yang luas dari pemilih, dan metode 
dan cara yang dapat digunakan oleh kontestan yaitu apakah dan bagaimana 
marketing dapat membantu politikus dalam mengembangkan hubungan 
dengan pemilih. Kemudian untuk mencapai semua itu, banyak strategi yang 
harus dilakukan oleh para kandidat perempuan ataupun partai politik.  
Menurut Newman and Sheth ada beberapa strategi yang harus dilakukan 
yaitu  
1. Strategi penguatan (Reinforcement strategy), strategi ini dapat 
dilakukan oleh kandidat yang telah dipilih dengan cara 
membuktikan janji-janji politiknya pada saat kampanye. Selain itu 
formulasi dan implementasi kebijakan pro-publik, anggaran 
berorientasi gender, dan sebagainya bisa digunakan untuk 
menguatkan  image kandidat untuk pilkada selanjutnya 
2. Strategi rasionalisasi (Rationalization strategy)  , strategi ini diambil 
ketika kinerja kandidat/partai tidak cocok dengan citra yang telah 
dibangunnya. Rasionalisasi strategi perlu diambil agar tidak 
mematikan citra di mata para pemilih (voters) pada saat pilkada.  
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3. Strategi bujukan (Inducement strategy), diterapkan manakala citra 
kandidat tidak cocok dengan persepsi warga walau kinerjanya baik 
di mata pemilih. 
4. Strategi konfrontasi (Confrontation strategy), strategi ini harus 
diterapkan oleh para kandidat yang salah membangun citra. Citra 
yang dibangun ternyata tidak berkesesuaian dengan kinerjanya, 
oleh karena itu ia harus merombak habis citra dan kinerjanya 
dalam pilkada berikutnya agar dapat dipilih oleh pemilih yang 
semakin cerdas dan kritis. ( Nursal, Adman. 2004:159-160) 
Berangkat dari berbagai fenomena dan pengertian “strategi” yang ada 
muncul istilah strategi politik, yang diterjemahkan sebagai  segala tindakan  
terencana  yang digunakan untuk mewujudkan cita-cita politik. Oleh sebab itu 
merupakan sebuah keharusan bagi politisi untuk memiliki strategi politik jika 
ingin mewujudkan cita - cita politik, karena tanpa strategi, pencapaian tujuan 
utama dalam merebut maupun mempertahankan kekuasaan akan sulit 
terwujud.4 Dalam implementasinya di dunia politik, para politisi akan 
menggunakan strategi politik untuk merebut dan mempertahankan 
                                                          
4
 Peter Schroder, Strategi Politik. Friedrich-Naumann-Stiftung. Jakarta.2003. (Edisi Terjemahan). hlm.5 
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kekuasaan dengan berbagai cara sepanjang tidak bertentangan dengan 
konstitusi.5 
Hal ini menandakan bahwa Schoder sangat memahami jika pada 
praktiknya, strategi politik yang dijalankan politisi untuk mencapai tujuan 
politiknya tidaklah kaku dan seragam. Dalam menjalankan suatu strategi, 
politisi akan melakukan apapun sepanjang sebuah perencanaan yang 
diimplementasikan untuk mencapai tujuan politik itu tidak melanggar aturan  
hukum. Inilah yang menyebabkan strategi politik yang digunakan oleh para 
politisi tersebut bisa jadi bervariasi, tergantung dari situasi dan kondisi yang 
dihadapi. 
Walaupun dalam praktiknya penggunaan strategi politik sangat 
beragam, namun  pada hakikatnya para politisi yang sedang merancang 
sebuah strategi tetap mengacu pada dua pola dasar, yakni pola  ofensif  
(menyerang)  dan defensif (bertahan).6 
 
B.1 Pola strategi ofensif  
Akan diperlukan bilamana seorang kandidat/partai politik ingin menarik 
pendukung baru maupun memperluas jumlah dukungan masyarakat. 
Biasanya kandidat maupun partai politik yang menggunakan pola strategi  
                                                          
5
 Ibid,hlm. 75 
6
 Ibid, hlm. 104 
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ofensif ini  lebih dikenal sebagai pihak penantang maupun “pendatang baru” 
yang  akan berkompetisi untuk  mengincar kursi kekuasaan. Cara yang dapat 
digunakan adalah melalui kampanye politik. 
Strategi kampanye adalah suatu proses yang dirancang secara sadar, 
bertahap dan berkelanjutan yang dilaksanakan pada rentang waktu tertentu 
dengan tujuan mempengaruhi khalayak sasaran yang telah ditetapkan. 
Strategi kampanye politik yang digunakan untuk mempengauhi pemilih yang 
harus dijual atau ditampilkan adalah perbedaan terhadap keadaan yang 
berlaku saat itu serta keuntungan-keuntungan yang dapat diharapkan dari 
padanya sehingga dapat terbentuk kelompok pemilih baru disamping para 
pemilih yang telah ada. Oleh karena itu, harus adapenawaran yang lebih baik 
bagi para pemilih yang selam ini memilih partai pesaing. Pola ofensif inilah 
yang disebut Schroder sebagai strategi memperluas pasar dan strategi 
menembus pasar, sebab pola strategi ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut :7 
1. Selalu berusaha menampilkan perbedaan yang jelas dan menarik 
terhadap pihak pesaing yang ingin diambil alih pemilihnya. 
2. Senantiasa menampilkan keuntungan - keuntungan yang akan 
didapatkan masyarakat bila mendukung pihaknya, yang tidak 
terdapat pada pihak pesaing. 
                                                          
7
 Ibid, hlm. 105 
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3. Berusaha menawarkan keunggulan - keunggulan yang dimilikinya 
yang tidak ditemukan pada pihak pesaing. 
4. Selalu berupaya menjadi penyempurna dari program-program yang 
dimiliki pesaing. 
5. Selalu menjanjikan perubahan. 
Setiap kampanye politik adalah suatu usaha hubungan masyarakat. 
Tugasnya adalah membujuk sejumlah pemberi suara yang sudah terdaftar 
untuk mendukung calon. Kampanye yang berorientasi pada hubungan 
masyarakat, berusaha merangsang perhatian orang kepada sang calon. Ia 
mencoba meningkatkan identifikasi dan citra sang calon di antara kelompok 
pemberi suara, menyebarluaskan pandangan sang calon tentang berbagai 
masalah penting, dan mendorong para pemberi suara menuju ke tempat 
pemilihan untuk memberikan suara kepada sang calon. 
Pada dasarnya strategi kampanye politik bertujuan untuk membentuk 
serangkaian makna politis tertentu di dalam pikiran para pemilih. Serangkaian 
makna politis yang terbentuk dalam pikiran para pemilih tersebut 
dimaksudkan untuk memilih kontestan tertentu. Makna politis inilah yang 
menjadi output penting dari strategi kampanye politik. 
Strategi kampanye politik yang digunakan untuk mempengaruhi 
pemilih, yang harus dijual atau ditampilkan adalah perbedaan terhadap 
keadaan yang berlaku saat itu serta keuntungan-keuntungan yang dapat 
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diharapkan daripadanya sehingga dapat terbentuk kelompok pemilih baru di 
samping para pemilih yang telah ada. Oleh karena itu, harus ada  penawaran 
baru atau penawaran yang lebih baik bagi para pemilih yang selama ini 
memilih partai pesaing.  
Secara garis besar bahwa makna politis yang akhirnya tertanam dalam 
benak pemilih merupakan hasil dari interaksi dua faktor. Pertama adalah 
kualitas dan kuantitas dari stimulus politik itu sendiri. Kedua adalah rujukan 
kognitif berupa kesadaran atau alam pikir seseorang yang memaknainya. 
Apapun ragam dan tujuannya, upaya yang dilakukan kampanye selalu terkait 
dengan aspek pengetahuan (knowledge), sikap (attitude), dan perilaku 
(behavioral), yaitu : 
1) Kegiatan kampanye biasanya diarahkan untuk menciptakan perubahan 
pada tataran pengetahuan atau kognitif. Pada tahap ini pengaruh yang 
diharapkan adalah munculnya kesadaran, berubahnya keyakinan atau 
meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap isu tertentu. 
2) Pada tahap berikutnya diarahkan pada perubahan sikap. Sasarannya 
adalah untuk memunculkan simpati, rasa suka, kepedulian atau 
keberpihakan khalayak pada isu-isu yang menjadi tema kampanye. 
3) Sementara pada tahap terakhir kegiatan kampanye ditujukan untuk 
mengubah perilaku khalayak secara kongkrit dan terukur. Tahap ini 
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menghendaki adanya tindakan tertentu yang dilakukan oleh sasaran 
kampanye.8 
Strategi kampanye di atas perlu untuk di perhatikan sehingga mampu 
mencapai hasil yang di inginkan.Strategi seperti ini perlu dipersiapkan 
sebuah kampanye pengantar untuk menjelaskan kepada publik tentang 
penawaran mana saja yang lebih baik, dibandingkan dengan penawaran 
partai-partai lainnya dan memanfaatkan situasi dan kondisi yang terjadi 
dalam masyarakat. Misalnya hal-hal yang menjadi kebutuhan masyarakat 
dalam mensejahterakan hidupnya, dapat menjadi kunci untuk merumuskan 
strategi ini. 
 
B.2 Pola Strategi Defensif  
Sangat ideal digunakan bagi politisi pemegang kekuasaan maupun 
partai politik penguasa yang ingin terus berupaya mempertahankan 
kekuasaannya atau tetap menjaga dominasinya. Strategi ini juga digunakan 
apabila partai pemerintahan atau sebuah koalisi pemerintahan yang terdiri 
atas beberapa partai ingin mempertahankan mayoritasnya atau apabila 
perolehan suara yang dicapai sebelumnya ingin dipertahankan. Dengan 
melakukan berbagai tindakan yang memiliki ciri -ciri sebagai berikut :9 
                                                          
8
 Peter Schroder, 2004.Op.cit.h.24-25 
9
 Ibid, hlm. 107 
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1. Berusaha memelihara pemilih tetap mereka dan memperkokoh 
solidaritas pemilih agar tidak mudah diambil kompetitor lain 
2. Memperkuat pemahaman kepada  para pemilih  terhadap program-
program yang telah mereka anggap berhasil. 
3. Berupaya menjalankan operasi disinformasi, dengan mengaburkan 
perbedaan yang ada dengan pesaing, hingga membuat perbedaan 
tersebut tidak dapat dikenali lagi. 
Selain dari dua pola dasar strategi di atas, Schroder juga 
menambahkan bahwa dalam keadaan tertentu, politisi  maupun partai politik 
bisa saja menerapkan pola ofensif dan defensif sekaligus yang sering disebut 
sebagai pola strategi campuran/kombinasi. Satu hal  yang juga perlu disadari 
bahwa walaupun pola ini relatif lebih berisiko, namun pola campuran / 
kombinasi ini terkadang sangat menjanjikan untuk di implementasikan demi 
mencapai keberhasilan.10 Berbagai pola dasar dalam merancang sebuah 
strategi di atas diharapkan mampu menjadi acuan bagi politisi untuk 
mewujudkan cita-cita / tujuan politiknya. Kendatipun dalam menjalankan 
sebuah strategi, tidak ada aturan baku ataupun sebuah keterikatan bagi 
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politisi/partai politik (ketika dihadapkan pada kondisi tertentu), untuk selalu 
terikat kepada pola strategi yang  harus  dijalankannya. 
B.3 Konsep Kampanye Politik dan Kampanye Pemilu 
Untuk mencapai tujuan yang diharapkan, maka harus diperlukan 
berbagai perencanaan yang baik dan tepat dalam pelaksanaan kampanye. 
Dan perencanaan dan strategi ini dituangkan dalam strategi kampanye. 
Menurut Arnold Steinberg, kampanye politik modern adalah cara yang 
digunakan para warga Negara dalam demokrasi untuk menentukan siapa 
yang akan memerintah mereka. Kampanye politik, adalah suatu usaha yang 
terkelolah, terorganisir untuk mengiktiarkan orang dicalonkan, dipilih, atau 
dipilih kembali dalam suatu jabatan resmi. Bagi Parrot, kampanye adalah 
suatu proses yang dirancang secara sadar, bertahap dan berkelanjutan yang 
dilaksanakan pada rentang waktu tentu dengan tujuan mempengaruhi 
khayalak sasaran yang telah ditetapkan. Roger dan Storey kampanye 
diartikan sebagai serangkaian tindakan komunikasi yang terencana dengan 
tujuan menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar khayalak yang 
dilakukan secara berkelanjutan pada kurun waktu tertentu.  
Eko Prasodjo dalam buku Sumartini, mengatakan bahwa politik tanpa 
kampanye pasti tidak mungkin, dan bagi partai dan aktor politik, kampanye 
merupakan transisi ritual periodis untuk memperkenalkan janji-janji baru 
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kepada masyarakat. Menurut Charles U. Larson, kampanye sendiri dibagi 
dalam 3 kategori yakni : 
1. Product-oriented campaigns (commercial campaigns atau 
corporate campaigns) atau kampanye yang berorientasi pada 
produk umumnya terjadi di lingkungan bisnis  
2. Candidate-oriented campaigns atau kampanye yang berorientasi 
pada kandidat yang bertujuan untuk kepentingan kampanye politik. 
Pada mumnya dimotivasi oleh hasrat untuk meraih kekuasaan 
politik. 
3. Ideologically or cause oriented campaigns adalah jenis kampanye 
yang berorientasi pada tujuan-tujuan yang bersifat khusus dan 
seringkali berdimensi perubahan social. 
Merunjuk dari semua definisi-definisi yang ada di atas maka sebuah 
kampanye mengandung beberapa hal yaitu : 
1. Tindakan kampanye yang ditunjukan untuk memberikan efek atau 
dampak tertentu 
2. Jumlah khalayak sasaran yang luas 
3. Biasanya dipusatkan dalam kurun waktu yang tertentu 
4. Melalui serangkaian tindakan komunikasi yang terorganisir.  
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Menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 200311, kampanye telah 
ditentukan antara lain : 
1. Kampanye pemilu dilakukan melalui berbagai kegiatan misalnya, 
pertemuan terbatas, penyiaran melalui radio dan atau televisi, 
penyebaran melalui media cetak dan media ektronik, dan rapat 
umum. 
2. Media elektronik dan media cetak memberikan kesempatan yang 
sama kepada peserta pemilu untuk menyampaikan tema dan 
materi kampanye pemilu. 
3. Peserta pemilu dalam melaksanakan kampanye juga melakukan 
pemasangan alat peraga kampanye. 
 
C.  Teori Pertukaran 
Teori pertukaran sosial George Pascar Homans yang memandang 
perilaku sosial sebagai pertukaran aktivitas dan kepentingan yang dimiliki 
oleh masing - masing individu. Teori Homans ini berangkat dari asumsi 
ekonomi dasar (pilihan rasional), yaitu individu memberi apa dan 
mendapatkan apa, apakah menguntungkan atau tidak. Mengingat yang 
terlibat dalam proses politik tidak sebatas individu namun juga melibatkan 
kelompok sosial (struktur sosial) yang lebih besar, dan pada kasus ini 
kelompok tersebut memberikan pengaruh besar dalam mengarahkan 
                                                          
11
 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2003 
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keputusan politik individu. Oleh karena itu, untuk tulisan ini perlu 
menggunakan teori pertukaran sosial Peter M. Blau. Tujuan dari teori 
pertukaran sosial Peter Blau adalah “memahami struktur sosial berdasarkan 
analisis proses – proses sosial yang mengatur hubungan antar individu 
dengan kelompok”. Menurut Ritzer analisis proses sosial bagi Blau adalah 
memahami struktur sosial atau kelompok sosial sebagai upaya untuk 
memahami perilaku individu yang merupakan bagian dari kelompok social itu. 
C.1 Teori Pertukaran dan Proposisi Homans 
Teori pertukaran Homans adalah interaksi antar individu yang 
melakukan pertukaran kepentingan dengan hukum dasar “imbalan dan 
keuntungan yang didapat oleh individu yang melakukan pertukaran itu”. Teori 
Homans tidak berhenti sampai pada persoalan itu. Jauh dari itu, yaitu 
menguraikan proposisin - proposisi yang dapat menjelaskan secara utuh 
proses pertukaran sosial. Pertukaran sosial yang terjadi antar individu tidak 
berjalan statis, karena tidak selamanya individu mendapatkan keuntungan 
dari proses pertukaran sosial itu. Oleh karena itu, bagi Homans dalam teori 
pertukaran sosial perlu dilakukan proposisi. Menurut Homans ada lima 
proposisi yang dapat menjelaskan teori pertukaran sosial secara utuh, 
diantaranya; proposes sukses, proposisi stimulus, proposisi nilai, proposisi 




1. Proposisi Sukses dan Perilaku Politik 
Asumsi dasar proposisi sukses adalah “semakin sering tindakan 
seseorang itu dihargai maka semakin sering orang itu melakukan 
tindakan yang sama”. Sebaliknya, semakin sering tindakan seseorang 
itu gagal atau tidak mendapatkan penghargaan maka tindakan itu tidak 
akan diulangi lagi olehnya. Proposisi ini menggambarkan teori 
pertukaran sosial yang dinamis, dimana individu memiliki kesempatan 
untuk lebih leluasa melakukan pertukaran sosial sesuai dengan 
kebutuhan individu itu.  
2. Proposisi Rangsangan, Jaringan Politik 
Proposisi ini berbunyi “ Apabila pada masa lampau ada satu atau 
sejumlah rangsangan didalamnya tindakan seseorang mendapat 
ganjaran, maka semakin rangsangan yang ada menyerupai rangsangan 
masa lampau itu, maka semakin besar kemungkinan bahwa orang 
tersebut akan melakukan tindakan yang sama”. Proposisi rangsangan 
yang dikembangankan oleh Homans ini sangat berguna untuk melihat 
bagaimana tindakan jaringan politik pada proses pemilu. 
3.  Proposisi Nilai 
Proposisi ini berbunyi “Semakin tinggi nilai tindakan seseorang, 
maka semakin besar kemungkinan orang itu melakukan tindakan yang 
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sama”. Bila hadiah yang diberikan masing-masing kepada orang lain 
amat bernilai, maka semakin besar kemungkinan aktor melakukan 
tindakan yang dinginkan ketimbang jika hadiahnya tak bernilai. 
4.  Proposisi Rasionalitas 
Asumsi dasar proposisi rasionalitas adalah “orang 
membandingkan jumlah imbalan yang diasosiasikan dengan setiap 
tindakan. Imbalan yang bernilai tinggi akan hilang nilainya jika aktor 
menganggap bahwa itu semua cenderung tidak akan mereka peroleh. 
Sedangkan imbalan yang bernilai rendah akan mengalami petambahan 
nilai jika semua itu dipandang sangat mungkin diperoleh. Jadi, terjadi 
interaksi antara nilai imbalan dengan kecenderungan diperolehnya 
imbalan”. 
Hal ini menunjukan adanya rasionalitas sikap politik masyarakat 
dalam menetapkan pilihan politiknya. Mereka tidak lagi terjebak pada kondisi 
yang sama. Mereka lebih maju dalam berfikir untuk kepentingan, bahkan 
kepentingan pragmatis sekalipun. Imbalan yang paling diinginkan adalah 
imbalan yang sangat bernilai dan sangat mungkin dicapai. Sedangkan 
imbalan yang paling tidak diinginkan adalah imbalan yang paling tidak bernilai 
dan cenderung tidak mungkin diperoleh. (Homans dalam Ritzer, 2009:457). 
Proposisi Homans yang terakhir ini menjelaskan proses aktivitas individu 
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yang syarat dengan pragmatisme kepentingan. Dalam aktivitas individu, nilai 
adalah segala- galanya, nilai mendorong untuk bertindak dan juga dapat 
menghambat dalam bertindak, tergantung kelebihan dan kekurangan dari 
nilai itu bagi individu yang menjalankannya. 
Demikianlah beberapa proposisi yang dirumuskan oleh George 
Homans untuk menjelaskan teori pertukaran sosial. Pada akhirnya Homans 
melihat aktor sebagai seseorang yang mencari keuntungan. Hukum ini 
tampak dalam dunia politik, seperti pada pemilihan legislatif di Kota Palopo 
tahun 2014. Dalam dunia politik, sulit bagi siapapun untuk menghindari 
hukum ini. 
C.2 Teori Pertukaran Peter M. Blau 
Teori pertukaran sosial Peter M. Blau membantu kita untuk melihat 
dan menganalisi perilaku politik individu dalam kelompok sosial. Bukunya 
Exchange and Power ini social live (1964) merupakan komponen utama teori 
pertukaran masa kini. Kontribusi utama Blau tentang teori pertukaran pada 
kelompok primer pada berskala kecil yang coba di terapkan pada kelompok 
besar, meski mengandung beberapa kelemahan, karya itu merupakan upaya 
penting untuk mengintegrasikan secara teoritis masalah sosiologi berskala 
luas dan berskala kecil. Blau pun berada di barisan terdepan pakar struktural.  
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Pemikiran M. Blau tentang pertukaran sosial mendapatkan respon 
positif dari banyak kalangan ilmuwan. Pertukaran sosial Blau merupakan 
hasil dari kritikannya atas teori Homans tentang pertukaran sosial yang 
menitik beratkan pada perilaku individu, menurut Blau malah sebaliknya, hal 
utama untuk memahami fakta social adalah memahami struktur social bukan 
individu seperti kajian Homans. Meskipun demikian, Blau mengakui kajian 
perilaku individu adalah hal yang penting yang arus dilakukan untuk menuju 
pemahaman yang lebih kompleks yaitu struktur sosial. Inti dasar pemikiran M. 
Blau tentang pertukaran sosial: Pertama, membedakan kelompok besar 
(organisasi) dengan kelompok kecil (individu yang merupakan bagian dari 
organisasi atau menut Homans perilaku individu), Kedua, pertukran sosial 
berlangsung antar individu dengan kelompok. Ketiga, nilai norma sebagai 
perantara atau media dalam aktivitas individu dan kelompok tersebut. 
1 Pertukaran sosial antar individu dan kelompok dalam politik 
Di era demokratisasi saat ini, untuk menjadi calon kepala daerah 
harus melalui partai politik. Individu sebagai calon harus memiliki 
kemampuan untuk melakukan komunikasi politik dengan partai politik. 
Bagi M. Blau pertukaran individu dan kelompok social tersebut berlaku 
konsep norma. Konsep norma adalah aturan yang berlaku secara umum 
dalam pertukrana sosial. 
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2 Pertukaran Nilai, Individu, dan Partai Politik sebagai Kelompok 
Sosial Menurut M. Blau peran nilai dalam hubungan antar 
kelompok social sangat dibutuhkan. Karena dengan nilai kelompok- 
kelompok sosial dalam berinteraksi dapat terintegrasikan dan tercipta 
solidaritas antar mereka. Partai politik yang melakukan koalisi dalam 
menyatukan kekuatan politik adalah fakta sosial yang memperkuat 
argument M. Blau terkait peran nilai dalam kelopok sosial itu. Koalisi 
partai politik ada aturan dan nilai sebagai ikatan politik mereka. Dengan 
itu koalisi akan terjaga dari kepentingan individu yang ada didalam partai 
politik itu sendiri. 
3 Pertukaran Sosial organisasi masyarakat dan Partai Politik 
Ritzer (2009: 462) menguraikan bahwa analisis Blau membawa 
kita semakin jauh dari versi teori pertukaran Homan. Individu dan 
perilaku individu dua hal terpenting dalam pandangan Homan, nyaris 
tidak termasuk ke dalam konsepsi M. Blau. Yang menggantikan posisi 
individu adalah beragam fakta sosial. Sebagai contoh, Blau membahas 
kelompok, organisasi, kolektivitas, masyarakat, norma, dan nilai. 
Analisis Blau terpusat pada hal - hal yang mencerai - beraikannya, yang 
jelas menjadi pokok perhatin utama penganut fakta sosial. 
50 
 
Berdasarkan uraian Ritzer diatas, Blau lebih menekankan pada 
sosiologi makro yang melihat fakta sosial pada struktur sosial yang ada pada 
masyarakat itu, termasuk organisasi masyarakat, Lembaga Pemberdayaan 
Masyarakat, Organisasi Pemerintahan (birokrasi), Partai Politik, dan 
organisasi sosial lainya. 
Teori Blau membantu kita untuk mencermati bagaimana perilaku antar 
organisasi dalam melakukan pertukaran sosial atau kepentingan politik. Pada 
umumnya perilaku politik organisasi sama dengan perilaku yang berlaku 
pada individu sebagaimana analisis Homans di atas. Yaitu mencari posisi 
keuntungan atau imbalan dalam melakukan pertukaran sosial. Bedanya 
adalah perilaku organisasi bersifat institusional yang didalamnya terdapat 
nilai, norma dan aturan yang harus dipatuhi dan dijalankan dalam melakukan 
pertukaran sosial itu. 
D. Kerangka Pemikiran 
Proses demokrasi aspirasi rakyat disalurkan melalui mekanisme pemilu 
untuk memilih wakilnya di parlemen. Partai Politik dipandang sebagai sebuah 
lembaga yang formal yang memiliki fungsi utama yaitu mencari dan 
mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program–program yang 
disusun berdasarkan ideologi tertentu. Partai politik dijadikan kendaraan 
politik guna menampung aspirasi rakyat. 
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Perempuan yang selama ini dianggap kurang memiliki kemampuan dan 
daya saing  politik dapat berhasil bertarung dalam pemilukada, tidak lepas 
dari pengaruh partai  politik dengan berbagai keunggulannya yang mampu 
menciptakan strategi politik  kepada perempuan untuk bisa bersaing di 
pemilukada. Hadirnya strategi politik  ini  tidak bisa dilihat sebagai faktor 
independent, bebas nilai dan nir-kepentingan. Ketika menyangkut soal politik, 
maka akan selalu ada kepentingan yang beroperasi di dalamnya, minimal 
pergulatan kepentingan para aktor dan partai politik itu sendiri. Adam Smith 
pernah menggabarkan bahwa sudah menjadi perilaku mendasar para politisi 
dan negarawan yang senantiasa meletakkan segala sesuatu dalam fungsi 
kepentingan mereka. Secara  sederhana  peneliti ingin menekankan bahwa  
partai politik-lah  yang bertanggung jawab atas munculnya strategi politik bagi  
perempuan  yang mampu mengantarkannya  sebagai kontestan pemilukada.  
Partai Nasdem adalah partai baru yang telah ikut serta dalam pemilu 
2014. Dalam penguatan dukungan terhadap caleg perempuan Partai 
Nasdem harus memiliki strategi-strategi politik. Adapun strategi-strategi 
tersebut ialah dengan kamapanye politik. Politik tanpa kampanye pasti tidak 
mungkin, dan bagi partai dan aktor politik, kampanye merupakan transisi 
ritual periodis untuk memperkenalkan janji - janji baru kepada masyarakat 
sebagai  modal menghadapi pemilu 2014. Selain kampanye partai Nasdem 
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juga melakukan blusukan, saat blusukan Nasdem lebih memilih bersih-bersih 
sambil mensosialisasikan kemasyarakat cara memilih yang benar. 
Tetapi pada pemilihan legislatif 2014, ada 9 (Sembilan) caleg 
perempuan partai Nasdem yang ikut serta dalam pemilihan kemarin, namun  

























A. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di kota Palopo dengan fokus penelitian di DPD 
II Partai Nasdem kota Palopo. Masyarakat kota Palopo memiliki partisipasi 
politik yang tinggi dalam hal pemberian hak suara dalam pemilu 2014 serta 
masih adanya pengaruh budaya lokal dalam mempengaruhi pilihan politik 
masyarakat kota Palopo. 
B. Dasar dan Tipe Penelitian 
B.1 Dasar Penelitian 
Dasar pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah metode kualitatif. Metode kualitatif memiliki beberapa prespektif 
teori yang dapat mendukung penganalisaan yang lebih mendalam 
terhadap gejala yang terjadi. Penelitian kualitatif mengacu kepada 
berbagai cara pengumpulan data yang berbeda, yang meliputi penelitian 
lapangan, observasi partisipan, dan wawancara mendalam. 
 
B.2 Tipe Penelitian 
Tipe penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu penelitian 
diarahkan untuk menggambarkan fakta dengan argument yang tepat. 
Penelitian dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status 
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suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada 
saat penelitian dilakukan. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk 
membuat penjelasan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai 
fakta - fakta. Namun demikian, dalam perkembangannya selain 
menjelaskan tentang situasi atau kejadian yang sudah berlangsung 
sebuah penelitian deskriptif juga dirancang untuk membuat komparasi 
maupun untuk mengetahui hubungan atas satu variabel kepada variabel 
lain. Penulis mengunakan penelitian deskriptif analisis, dimana penelitian 
ini berusaha untuk menggambarkan secara faktual mengenai Strategi 
Politik Perempuan dari Partai Nasdem pada Pemilu legislatif 2014 di Kota 
Palopo. 
 
C. Informan Penelitian 
Informan peneliti adalah objek dari penelitian ini yakni Caleg 
Perempuan Partai Nasdem, dan orang-orang yang dianggap mampu 
memberi informasi mengenai “Strategi Politik Perempuan Partai Nasdem” 
seperti: 
1. Ketua Partai Nasdem  
2. Caleg Perempuan Partai Nasdem 
3. Ketua KPU, dan  
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4. Masyarakat Kota Palopo 
D. Sumber Data  
Pada penelitian ini penulis menggunakan data yang menurut penulis 
sesuai dengan objek penelitian dan memberikan gambaran tentang objek 
penelitian adapun sumber data yang digunakan yaitu: 
a. Data Primer 
Data primer adalah data yang diperoleh melalui lapangan atau 
daerah penelitian dari hasil wawancara mendalam dengan informan 
danobservasi langsung. Peneliti turun langsung ke daerah penelitian 
untuk mengumpulkan data dalam berbagai bentuk, seperti rekaman hasil 
wawancara dan foto kegiatan di lapangan. Data primer dapat berupa data 
yang didapatkan dari ketua partai Nasdem, ketua KPU dan Masyarakat 
kota Palopo 
b. Data Sekunder 
Data sekunder merupakan data yang relevan yang berasal dari 
buku-buku, dan bahan referensi lainnya yang berkaitan dengan strategi 
politik caleg perempuan dalam pemilihan legislatif 2014. Data sekunder 
merupakan data yang sudah diolah dalam bentuk naskah tertulis atau 
dokumen. Data sekunder dalam penelitian ini berasal dari strategi politik 




E. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini 
yaitu : Wawancar Mendalam dan Arsip / Dokumen. 
1. Wawancara Mendalam 
Wawancara adalah percakapan yang dengan maksud tertentu, yang 
dilakukan oleh pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang 
diwawancarai yang memberikan jawaban. Peneliti dalam melakukan 
pengumpulan data dengan cara wawancara mendalam, pedoman 
wawancara (interview guide) agar wawancara tetap berada pada fokus 
penelitian, meski tidak menutup kemungkinan terdapat pertanyaan-
pertanyaan berlanjut. Salah satu varian dari teknik wawancara adalah 
wawancara mendalam (indeep interview) yang merupakan proses 
memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab 
sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan, dengan 
atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara. Pedoman 
wawancara digunakan untuk mengingatkan interviewer mengenai aspek-
aspek apa yang harus dibahas, juga menjadi daftar pengecek (check list) 
apakah aspek-aspek relevan tersebut telah dibahas atau ditanyakan. 
Dengan pedoman tersebut interviwer harus memikirkan bagaimana 
pertanyaan tersebut akan dijabarkan secara kongkrit dalam kalimat tanya, 
sekaligus menyesuaikan pertanyaan dengan konteks aktual saat 
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wawancara berlangsung. Proses pengumpulan data dengan wawancara 
mendalam penulis membaginya menjadi dua tahap, yakni : 
2. Tahap Persiapan Penelitian 
Pertama peneliti membuat pedoman wawancara yang disusun 
berdasarkan demensi kebermaknaan hidup sesuai dengan permasalahan 
yang dihadapi subjek. Pedoman wawancara ini berisi pertanyaan-
pertanyaan mendasar yang nantinya akan berkembang dalam 
wawancara. Pedoman wawancara yang telah disusun, ditunjukan kepada 
yang lebih ahli dalam hal ini adalah pembimbing penelitian untuk 
mendapat masukan mengenai isi pedoman wawancara. Setelah 
mendapat masukan dan koreksi dari pembimbing, peneliti membuat 
perbaikan terhadap pedoman wawancara dan mempersiapkan diri untuk 
melakukan wawancara. 
Tahap persiapan selanjutnya adalah peneliti membuat pedoman 
observasi yang disusun berdasarkan hasil observasi terhadap perilaku 
subjek selama wawancara dan observasi terhadap lingkungan atau 
setting wawancara, serta pengaruhnya terhadap perilaku subjek dan 
pencatatan langsung yang dilakukan pada saat peneliti melakukan 
observasi. Namun apabila tidak memungkinkan maka peneliti sesegera 
mungkin mencatatnya setelah wawancara selesai. 
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Peneliti selanjutnya mencari subjek yang sesuai dengan 
karakteristik subjek penelitian. Sebelum wawancara dilaksanakan peneliti 
bertanya kepada subjek tentang kesiapanya untuk diwawancarai. Setelah 
subjek bersedia untuk diwawancarai, peneliti membuat kesepakatan 
dengan subjek tersebut mengenai waktu dan tempat untuk melakukan 
wawancara. 
3. Tahap Pelaksanaan Penelitian 
Peneliti membuat kesepakatan dengan subjek mengenai waktu 
dan tempat untuk melakukan wawancara berdasarkan pedoman yang 
dibuat. Setelah wawancara dilakukan, peneliti memindahakan hasil 
rekaman berdasarkan wawancara dalam bentuk tertulis. Selanjutnya 
peneliti melakukan analisis data dan interprestasi data sesuai dengan 
langkah-langkah yan dijabarkan pada bagian metode analisis data di akhir 
bab ini.  
4. Arsip/Dokumen 
Arsip atau Dokumen mengenai berbagai informasi dan hal yang 
berkaitan dengan fokus penelitian merupakan sumber data yang penting 
dalam penelitian. Dokumen yang dimaksud dapat berupa dokumen tertulis   
gambar atau foto, film audio-visual, data statistik, tulisan ilmiah yang dapat 
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memperkaya data yang dikumpulkan. Data-data ini didapat di Partai 
Nasdem, Kantor KPU, masyarakat di Kota Palopo. 
F. Teknik Analisis Data 
Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik analisis 
kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor metode penelitian kualitatif adalah 
suatu metode penelitian untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata 
tertulis maupun lisan dari informan dan perilaku yang diamati. 
Teknik analisis data kualitatif digunakan untuk mendapatkan 
penjelasan mengenai strategi politik yang digunakan oleh caleg Perempuan 
dalam pemilihan legislatif 2014. Data dari hasil wawancara yang diperoleh 
kemudian dicatat dan dikumpulkan sehingga menjadi sebuah catatan 
lapangan. 
Dipilihnya penelitian kualitatif karena kemantapan peneliti berdasarkan 
pengalaman penelitiannya dan metode kualitatif dapat memberikan rincian 
yang lebih kompleks tentang fenomena yang sulit diungkapkan oleh metode 
kuantitatif. Analisis data adalah proses penyederhanaan data dalam bentuk 
yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Analisa data dalam penelitian 
kualitatif dilakukan mulai sejak awal sampai sepanjang proses penelitian 
berlangsung. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara bersamaan 
dengan proses pengumpulan data, proses analisis yang dilakukan 
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merupakan suatu proses yang cukup panjang dan melibatkan beberapa 
komponen, yaitu: 
1. Proses pengumpulan data mentah, dengan menggunakan alat-
alat yang diperlukan seperti rekaman MP3, field note, serta 
observasi yang dilakukan peneliti selama berada dilokasi 
penelitian, sampai diperoleh kesimpulan sementara 
berdasarkan data–data yang ada. 
2. Sajian data, diperoleh dari hasil interpretasi, usaha memahami, 
dan analisis data secara mendalam terhadap data yang telah 
direduksi, dikategorisasi, dan check and balance antara satu 
sumber data dengan sumber data yang lain. 
3. Pada saat mengolah data peneliti sudah mendapatkan 
kesimpulan sementara yang masih berdasarkan data yang akan 
dipahami dan dikomentari oleh peneliti yang pada akhirnya 
akan mendeskripsikan atau menarik suatu kesimpulan akhir dari 







GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
Untuk mengetahui lebih jauh mengenai daerah penelitian, penulis 
kemudian memberikan gambaran umum daerah penelitian, dimana sangat 
memberikan kontribusi yang besar dalam pelaksanaan penelitian terutama 
pada saat pengambilan data, dalam hal ini untuk menentukan teknik 
pengambilan data yang digunakan terhadap suatu masalah yang diteliti. 
Disisi lain pentingnya mengetahui lokasi penelitian, agar dalam pengambilan 
data dapat memudahkan pelaksanaan penelitian dengan mengetahui situasi 
baik dari segi kondisi tempat dan karakteristik individu/masyarakat sebagai 
objek penelitian. 
Pada pembahasan ini akan di bahas tiga aspek, pertama gambaran  
umum Kota Palopo, kedua kondisi politik Kota Palopo, dan yang ketiga 
gambaran objek penelitian yaitu Partai Nasional Demokrat Kota Palopo  
 
A. Kondisi Politik dan Pemerintahan Kota Palopo 
Kota Palopo, dahulu disebut Kota Administratip (Kotip) Palopo, 
merupakan Ibu Kota Kabupaten Luwu yang dibentuk berdasarkan Peraturan 
Pemerintah (PP) Nomor Tahun 42 Tahun 1986. Seiring dengan 
perkembangan zaman, tatkala gaung reformasi bergulir dan melahirkan UU 
No. 22 Tahun 1999 dan PP 129 Tahun 2000, telah membuka peluang bagi 
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Kota Administratif di Seluruh Indonesia yang telah memenuhi sejumlah 
persyaratan untuk dapat ditingkatkan statusnya menjadi sebuah daerah 
otonom. 
Ide peningkatan status Kotip Palopo menjadi daerah otonom, bergulir 
melalui aspirasi masyarakat yang menginginkan peningkatan status kala itu, 
yang ditandai dengan lahirnya beberapa dukungan peningkatan status Kotip 
Palopo menjadi Daerah Otonom Kota Palopo dari beberapa unsur 
kelembagaan penguat seperti :  
1. Surat Bupati Luwu No. 135/09/TAPEM Tanggal 9 Januari 2001, 
Tentang Usul Peningkatan Status Kotip Palopo menjadi Kota 
Palopo. 
2. Keputusan DPRD Kabupaten Luwu No. 55 Tahun 2000 Tanggal 7 
September 2000, tentang Persetujuan Pemekaran/Peningkatan 
Status Kotip Palopo menjadi Kota Otonomi, 
3. Surat Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan No. 135/922/OTODA 
tanggal 30 Maret 2001 Tentang Usul Pembentukan Kotip Palopo 
menjadi Kota Palopo;  
4. Keputusan DPRD Propinsi Sulawesi Selatan No. 41/III/2001 
tanggal 29 Maret 2001 Tentang Persetujuan Pembentukan Kotip 
Palopo menjadi Kota Palopo; Hasil Seminar Kota Administratip 
Palopo Menjadi Kota Palopo; Surat dan dukungan Organisasi 
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Masyarakat, Oraganisasi Politik, Organisasi Pemuda, Organisasi 
Wanita dan Organisasi Profesi; Pula di barengi oleh Aksi Bersama 
LSM Kabupaten Luwu memperjuangkan Kotip Palopo menjadi Kota 
Palopo, kemudian dilanjutkan oleh Forum Peduli Kota. 
Akhirnya, setelah Pemerintah Pusat melalui Depdagri meninjau 
kelengkapan administrasi serta melihat sisi potensi, kondisi wilayah dan letak 
geografis Kotip Palopo yang berada pada Jalur Trans Sulawesi dan sebagai 
pusat pelayanan jasa perdagangan terhadap beberapa kabupaten yang  
meliputi Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Tana Toraja dan Kabupaten Wajo 
serta didukung  dengan sarana dan prasarana yang memadai, Kotip Palopo 
kemudian ditingkatkan statusnya menjadi Daerah Otonom Kota Palopo. 
Tanggal 2 Juli 2002, merupakan salah satu tonggak sejarah perjuangan 
pembangunan Kota Palopo, dengan di tanda tanganinya prasasti pengakuan 
atas daerah otonom Kota Palopo oleh Bapak Menteri Dalam Negeri Republik 
Indonesia, berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2002 tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Kota Palopo dan Kabupaten Mamasa 
Provinsii Sulawesi Selatan, yang akhirnya menjadi sebuah Daerah Otonom, 
dengan bentuk dan model pemerintahan serta letak wilayah geografis 
tersendiri, berpisah dari induknya yakni Kabupaten Luwu.  
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Diawal terbentuknya sebagai daerah otonom, Kota Palopo hanya 
memiliki 4 Wilayah Kecamatan yang meliputi 19 Kelurahan dan 9 Desa. 
Namun seiring dengan perkembangan dinamika Kota Palopo dalam segala 
bidang sehingga untuk mendekatkan pelayanan pelayanan pemerintahan 
kepada masyarakat, maka pada tahun 2006 wilayah kecamatan di Kota 
Palopo kemudian dimekarkan menjadi 9 Kecamatan dan 48 Kelurahan.  
Kota Palopo dinakhodai pertama kali oleh Bapak Drs. H.P.A. 
Tenriadjeng, Msi, yang di beri amanah sebagai penjabat Walikota (Caretaker) 
kala itu, mengawali pembangunan Kota Palopo selama kurun waktu satu 
tahun, hingga kemudian dipilih sebagai Walikota defenitif oleh Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo untuk memimpin Kota Palopo 
Periode 2003-2008, yang sekaligus mencatatkan dirinya selaku Walikota 
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B. Keadaan Penduduk 
Penduduk Kota Palopo tercatat sebanyak 152.703 jiwa, secara terinci 
menurut jenis kelamin masing-masing, 74.870 jiwa laki-laki dan 77.833 jiwa 
perempuan. 
Tabel 3 
Kepadatan Penduduk Kota Palopo Menurut Kecamatan di Kota Palopo Tahun 
2013 
No Kecamatan Luas (km2) Jumlah Penduduk Kepadatan Penduduk 
jiwa /  
(1) (2) (3) (4) (5) 
1 Wara Selatan 10,66 10.739 1.007,41 
2 Sendana 37,09 6.373 171,83 
3 Wara 11,49 33.878 2.945,91 
4 Wara Timur 12,08 33.208 2.794 
5 Mungkajang 53,80 7.897 146,78 
6 Wara Utara 10,58 20.770 1.963,13 
7 Bara 23,35 24.116 1.032,8 
8 Tellu Wanua 34,34 13.204 235,15 
9 Wara Barat 54,13 11.108 205,13 
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Sumber  Data : Badan Pusat Statistik Kota Palopo Dalam Angka 2013 
C. Dharma Wanita Kota Palopo 
Dharma Wanita adalah organisasi perempuan yang berisikan seluruh 
istri pegawai negeri sipil yang ada di lingkup pemerintahan di seluruh 
Indonesia. Lembaga ini terbentuk pada tahun tidak lepas dari berdirinya 
organisasi KORPRI (Korps Pegawai Republik Indonesia) pada tanggal 29 
November 1971. Dimana KORPRI untuk menyatukan dan menggalang 
krkuatan di kalangan pegawai negeri sipil. 
Dharma Wanita Kota Palopo merupakan organisasi perempuan yang 
cukup aktif terlibat dalam masalah-masalah kemasyarakatan, hal ini 
dilakukan disamping sebagai amanat dari aturan resmi yang mereka jalankan 
juga merupakan inisiatif yang ada dari diri masing-masing anggota yang ada 
di dalamnya. 
Disamping itu hubungan mereka dengan pemerintah sangat bisa 
dikatakan baik, karena mereka adalah para istri dari para pengambil 
kebijakan daerah yang ada di Kota Palopo. Oleh sebab itu, kecenderungan 
mereka untuk terlibat dalam proses kebijakan daerah yang sifatnya umum 
maupun yang menyangkut kepentingan mereka sangat mungkin terjadi. 
10 Total 247,52 161.293 10.502,14 
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Partisipasi Dharma Wanita dalam sistem politik terkadang ingin 
dikaitkan dalam suatu bentuk proses paham feminisme yang ada saat ini 
namun sebenarnya Dharma Wanita hadir sebagai kelompok kepentingan 
yang mampu memberikan konstribusi pada proses politik daerah. Selain 
mereka merupakan bagian kecil dari pemerntahan daerah dimana mereka 
saat ini Dharma Wanita adalah merupakan kelompok para istri pegawai 
daerah, mereka juga sebagai motor penggerak pendamping pemerintah hal 
ini. Organisasi-organisasi perempuan seperti PKK, dan Dharma Wanita yang 
didukung oleh kebijakan pemerintah, sangat kental dengan bias gender. 
Selain masalah keterlibatan yang mereka coba dalam pelaksanaan 
perda, Dharma Wanita juga mencoba membuat kekuatan sendiri guna 
melindungi kepentingan kelompok serta pihak yang memilki hubungan 
kepentingan yang sama dengan mereka. Cara yang ditempuh dengan 
membentuk organisasi gabungan yang mana di dalamnya terdapat berbagai 
macam kelompok perempuan yang nantinya akan mengaspirasikan 
kepentingan yang sama. Kepentingan mereka pasti lebih banyak mengacu 
pada masalah perempuan. 
Ikatan antar kelompok perempuan di Kota Palopo sangat erat, hal itu 
terbukti denga berdirinya kesatuan lembaga yang diberi nama GOW 
(gabungan organisasi wanita) Kota Palopo. Kegiatan yang pernah dilakukakn 
oleh GOW Kota Palopo yang dimana kelompok ini mencoba memberi 
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perubahan, salah satu upaya mereka adalah mencoba meminta salah satu 
perubahan dalam promosi jabatan dimana GOW mengirimkan salah satu 
anggotanya untuk diusung sebagai Srikandi dalam pemerintahan daerah. 
Dan mereka berhasil mendukung salah satu anggotanya yang diusung untuk 
menduduki posisi eselon II pemerintah pada tahun 2011. 
Selain kepentingan kelompok yang ingin disampaikan baik itu 
menyangkut masyarakat terkhusus perempuan daerah yang berdomisili, juga 
terkadang ada kepentingan elite yang bermain didalamnya. Yang mana 
kepentingan itu terbungkus rapih oleh bentuk aspirasi yang akan dibawakan. 
D. Kondisi Sosial dan Budaya. 
D.1. Ketenagakerjaan. 
Penduduk  usia kerja dapat didefinisikan sebagai penduduk usia 10 
tahun keatas, penduduk tersebut terdiri dari angkatan kerja dan bukan 
angkatan kerja. Pada tahun 2013 jumlah pencari kerja yang tercatat  yaitu 
6.678 terdiri dari 3.103 laki-laki dan 2.575 perempuan, dan 968 orang  
merupakan pencari kerja yang mendaftar pada tahun 2013 sedangkan  
sisanya merupakan sisa pencari kerja pada tahun sebelumnya. 
D.2. Agama. 
Masyarakat Kota Palopo pada dasarnya merupakan masyarakat 
yang religius, beradat dan berbudaya, bersifat heterogen dan  menghargai  
kemajemukan  dengan  pola  hidup perkotaan.  Dilihat  berdasarkan  
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agama  yang  dianut,  penduduk  Kota  Palopo  mayoritas beragama  
Islam,  Agama  islam  sebagai  agama  mayoritas  penduduk  pada  tahun  
2013 jumlah Masjid  sebanyak 173 Unit, Mushollah 24 unit sehingga 
jumlah tempat ibadah untuk umat muslim sebanyak 197 unit. Sementara 
tempat ibadah umat nasrani masing-masing tercatat 68 unit gereja 
protestan, 5 unit gereja katolik, umat budha 2 Unit dan hindu 1unit. 
E. Sarana dan Prasarana Umum. 
E.1 Pendidikan. 
Strategi pembangunan Kota Palopo adalah kota tujuh Dimensi, 
dengan menempatkan prioritas pertama adalah sebagai Kota Religi dan 
yang kedua adalah Kota Pendidikan, seperti dengan daerah lainnya juga 
mengutamakan pembangunan pendidikan sebagai salah satu sarana 
dalam meningkatkan sumber daya manusia. Hal ini dicerminkan oleh 
berbagai upaya telah dilakukan oleh PEMKOT Kota Palopo dalam 
pelaksanaan pembangunan dengan mengutamakan sektor pendidikan 
dari sektor lainnya. 
 
E.2 Transportasi.  
Panjang Jalan seluruhnya di Kota Palopo 366,661 Km, dimana 
terdapat penambahan panjang jalan sebesar 3,63 persen atau 10,172 Km 
dibawah wewenang Pemerintah Kota Palopo. Permukaan jalan juga 
sebagian besar telah teraspal dengan kondisi baik.  
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F. Visi, Misi dan Strategi Pembangunan Kota Palopo 
F.1 Visi 
Perumusan Visi Kota Palopo berangkat dari kesadaran akan modal 
dasar yang dimiliki sebagai kekuatan untuk memanfaatkan setiap peluang 
yang datang dari lingkungan eksternal organisasi, serta sadar akan 
kelemahan organisasi dan tantangan yang dihadapi ke depan, melakukan 
evaluasi  atas pelaksanaan pembangunan daerah periode yang lalu dan 
menganalisa permasalahan-permasalahan yang dihadapi, kesadaran itu 
dituangkan ke dalam gagasan ideal yang hendak diwujudkan pada 
momentum kedua pembangunan Kota Palopo yang dirumuskan ke dalam 
visi “Menjadi Salah Satu Kota Pelayanan Jasa Terkemuka Di Kawasan 
Timur Indonesia”. Visi menjadi gambaran dari ekspresi atas gagasan ideal 
yang hendak dicapai dalam lima tahun ke depan, selain itu visi juga 
merupakan pernyataan aspirasi dan cita-cita masyarakat Kota Palopo 
dalam bergerak maju secara bertahap dan terencana melalui pencapaian 
target strategis pembangunan Kota Palopo. 
F.2   Misi 
Merealisasikan visi pembangunan Kota Palopo tahun 2008-2013, 
maka dirumuskan misi sebagai pernyataan tindakan strategis yang  akan 
dijalankan sebagai berikut : 
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1. Mengembangkan kualitas sumber daya manusia. 
2. Mewujudkan profesionalisme aparatur, kapasitas  kelembagaan 
pemerintah dan masyarakat 
3. Mengembangkan produktivitas ekonomi masyarakat dan dunia 
usaha. 
4. Meningkatkan hubungan kerjasama daerah. 
5. Mendorong peningkatan kesadaraan hukum dan HAM serta  
menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat. 
6. Meningkatkan pelayanan kepariwisataan dan pelestarian 
budaya daerah. 
7. Meningkatkan pengelolaan pemanfaatan ruang dan lingkungan 









HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Pada bab ini penulis akan menjelaskan hasil penelitian yang telah 
dilakukan dengan acuan untuk mengkaji strategi politik calon legislatif 
perempuan partai Nasdem. Dengan berbagai macam strateginya pada saat 
pemilu legislatif 2014, sebelumnya akan diuraikan mengenai pemilu legislatif 
2014 pada daerah pemilihan dikota Palopo. 
Menghadapi kompetisi politik yaitu pemilu perlu adanya persiapan atau 
kiat-kiat dalam mengahadapi pertarungan politik. Adanya persiapan yang 
matang akan mempermudah dalam menghadapi medan apapun atau 
saingan apapun. Sebab, dalam pertarungan hanya di perlukan strategi 
bagaimana menaklukkan lawan dan memenangkan pertarungan. Maka dari 
itu adanya persiapan yang matang akan mendekatkan pada kemengangan. 
Strategi merupakan cara atau konsep yang telah disusun secara matang 
yang kemudian akan memberi hasil kemenangan bagi kandidat itu sendiri. 
Sebuah strategi diperlukan karena melihat kuatnya persaingan politik dalam 
pesta demokrasi saat ini, membuat para calon harus merancang strategi 
dengan sangat baik agar hasil yang diperoleh sesuai dengan yang 
diharapkan. Maka dari itu berbagai strategi yang dilakukan oleh setiap calon 
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legislatif, baik yang baru mencalonkan maupun yang masih menjabat dan 
ingin mencalonkan kembali.  
Pemilihan legislatif pada tanggal 9 April 2014 di kota Palopo berjalan 
aman, tertib, dan demokrasi. Banyaknya masyarakat yang berpartisipasi 
menyumbangkan suaranya, mencoblos calon legislatif pilihannya telah 
memperlihatkan mereka sebagai warga negara yang demokratis. Hal ini 
mencerminkan bahwa sistem demokrasi di Kota Palopo ini masih sangat 
baik. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Kasubag. Program dan Data 
KPU Kota Palopo, Ir. Zulkarnaen: 
“pemilihan umum 2014 ini sudah berjalan dengan baik, tertib 
dan sesuai dengan harapan, kenapa demikian? karena hasil 
menunjukkan bahwa masyarakat sudah cerdas dalam memilih, 
mereka tau siapa yang layak dan tidak layak untuk mereka pilih ”.  
 
Penulis melihat bahwa pada Pileg 2014 ini, telah berjalan dengan baik, 
tertib dan sesuai dengan harapan. Melihat jalannya pemilu 2014 saat ini 
menunjukkan bahwa masyarakat Kota Palopo mempunyai antusias yang 
sangat tinggi terhadap pemilu. Hal ini dikarenakan oleh banyaknya 
masyarakat yang menggunakan hak pilihnya untuk memilih menunjukkan 
masyarakat Kota Palopo merupakan warga negara yang baik dan 
demokratis, sehingga pemilu yang diselenggarakan dapat berjalan dengan 
aman, tertib, dan teratur.  
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Kota Palopo dibagi menjadi 3 (tiga) daerah Pemilihan yang telah 
dipaparkan sebelumnya, bahwa Daerah Pemilhan I terdapat 3 (tiga) 
kecamatan yaitu, Kecamatan Wara Utara, Kecamatan Bara dan Kecamatan 
Telluwanua. Untuk Daerah Pemilihan II terdapat 3 (tiga) kecamatan yaitu, 
Kecamatan Sendana, Kecamatan Wara Selatan, Kecamatan Wara Timur. 
Untuk daerah Pemilihan III juga terdapat 3 (tiga) Kecamatan yaitu Kecamatan 
Wara, Kecamatan Wara Barat dan Kecamatan Mungkajang.  
Pada daerah pemilihan III merupakan daerah yang jumlah calon 
legislatifnya sangat banyak, selain itu daerah pemilihan III juga terdapat 3 
(tiga) kecamatan dan adapun terdapat Kecamatan yang luas wilayahnya 
cukup dikenal di antara  Kecamatan lainnya pada dapil III, yakni Kecamatan 
Wara. Kecamatan Wara merupakan kecamatan yang memiliki luas wilayah 
yang cukup besar diantara kecamatan lainnya yang berada pada daerah 
pemilihan III. Kecamatan Wara juga memiliki jumlah penduduk yang sangat 
banyak. Berdasarkan data KPU pada DPT saja Kecamatan Wara memiliki 
jumlah pemilih terbanyak. Kecamatan Wara juga merupakan wilayah yang 
dikenal sebagai daerah yang potensial, mengapa dikatakan demikian? 
karena Kecamatan Wara merupakan daerah pusat kota dan merupakan 
sentral kota. Pada pemilu 2014 ada fenomena yang menarik setiap daerah 
pemilihan di kota palopo, seperti strategi berkampanye dengan menjanjikan 
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beragam program-program untuk masyarakat. Program-program yang di 
tawarkan di antaranya merupakan program pendidikan anak.  
“Saya waktu masih menjadi calon anggota Legislatif kemarin 
ketika mengadakan sosialisasi dan turun di masyarakat langsung, 
saya tidak menjanjikan apa-apa. Tetapi, saya mengatakan ketika nanti 
kalau saya terpilih Insya Allah apa yang mereka butuh saya akan 
bantu selama tidak melanggar aturan-aturan anggota DPR. Ketika 
saya terpilih nantinya, jika mereka datang minta tolong misalnya 
uruskan anak mereka sekolah dan juga uruskan masuk honorer Insya 
Allah saya bantu”12 
 
Penulis melihat Ini dilakukan sebagai salah satu strategi yang 
digunakan untuk menarik simpatik masyarakat untuk dapat terpilih. Pada 
hakikatnya, strategi dalam komunikasi politik adalah keseluruhan keputusan 
kondisional tentang tindakan yang akan dijalankan saat ini, guna mencapai 
tujuan politik pada masa depan. Justru itu, merawat ketokohan dan 
memantapkan kelembagaan politiknya akan merupakan keputusan strategis 
yang paling tepat bagi komunikator politik untuk mencapai tujuan politik ke 
depan, terutama memenangkan pemilihan umum.13 
Prihatmoko menjelaskan bahwa strategi sebagai seni yang melibatkan 
kemampuan inteligensi atau pikiran untuk membawa semua sumber daya 
yang tersedia untuk mencapai tujuan dengan memperoleh keuntungan yang 
                                                          
12
 Wahida Karim (Caleg perempuan tidak terpilih) 
13
 Arifin, Anwar. Komunikasi Politik, Graha Ilmu, Yogyakarta. 2011.h.235-236 
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maksimal dan efisien. Artinya strategi menghasilkan gagasan dan konsepsi 
yang dikembangkan oleh para praktisi.  
Dari uraian tersebut menyiratkan bahwa, strategi yang digunakan oleh 
Caleg Perempuan anggota partai Nasdem dalam memenangkan pemilihan 
umum legislatif di Kota Palopo merupakan segala keputusan dan tindakan 
yang dilakukan secara terencana dengan penuh pertimbangan atau 
perhitungan yang matang. Sehingga strategi tersebut dikemas dalam strategi 
politik untuk menghadapi pertarungan politik dengan kandidat lainnya. Pada 
kompetisi pemilihan legislatif 2014, para calon legislatif saling beradu strategi 
untuk memperoleh kemenangan dan strategi yang digunakanpun di harapkan 
mampu mempengaruhi pemilih. Diketahui bahwa strategi memang sangat 
diperlukan dalam mengahadapi kompetisi politik untuk mencapai apa yang 
telah menjadi harapan bagi kompetitor itu sendiri. 
Strategi yang digunakan pada saat berkampanye di masyarakat 
dengan menawarkan program-program menarik untuk masyarakat bukanlah 
berasal dari caleg itu sendiri, melainkan mengkampanyekan program-
program pemerintah yang telah lama berjalan. Strategi yang dilakukan oleh 
para caleg ini, di sesuaikan dengan kondisi pada daerah tersebut.  
Karakteristik masyarakat di setiap Kecamatan berbeda-beda sehingga 
program-program yang dijanjikan juga berbeda, ada yang dikenal merupakan 
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masyarakat yang mayoritas petani, nelayan, pedagang, dan sebagainya. 
Masyarakat yang mayoritas penduduknya membuat Wara merupakan 
wilayah yang sangat strategis oleh caleg dalam memperoleh suara. Kalangan 
mayoritas ini menjadi peluang yang sangat baik oleh caleg agar lebih mudah 
mempengaruhi masyarakat pada daerah tersebut, dengan menjanjikan 
beragam program-program, hal ini menyebabkan masyarakat di Kecamatan 
Wara mudah untuk dimobilisasi. Hal ini dibenarkan oleh salah satu calon 
legislatif terpilih Hasriyanti dari partai Nasdem (caleg terpilih) berikut petikan 
hasil wawancaranya: 
“aspirasi-aspirasi mereka memang sangat berpengaruh, apa lagi 
melihat kondisi masyarakat di kecamatan Wara mayoritas nelayan, 
pedagang, (maaf) tukang ojek, maka kita mengupayakan untuk 
memenuhi apa yang menjadi aspirasi dan kebutuhan masyarakat. 
Pendidikan dan kesehatan gratis sebenarnya sudah menjadi 
programnya pemerintah jadi kita tinggal menindak lanjuti dalam 
menyalurkan kebutuhan itu untuk mempermudah masyarakat dalam 
memperoleh kebutuhannya. Dan dalam kampanye saya, saya juga 
mengatakan bahwa apapun yang dibutuhkan oleh masyarakat insya 
Allah saya akan penuhi selama tidak melanggar aturan yang ada.”14 
 
Dari hasil wawancara di atas maka dapat dilihat bahwa ada sebagian 
caleg perempuan yang mengkampanyekan program kesejahteraan 
masyarakat di Wara untuk mempengaruhi pemilih. Diketahui bahwa 
kesejahteraan, pendidikan dan kesehatan gratis merupakan bagian dari 
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pogram pemerintah, yang telah lama dijalankan oleh Dinas Pendidikan dan 
Dinas Kesehatan, namun Caleg menggunakan program ini dengan tujuan 
untuk mendapat simpatik dan dukungan suara masyarakat di Kecamatan 
Wara. Seperti yang dikatakan Prihatmoko bahwa strategi politik adalah 
segala rencana dan tindakan untuk memperoleh kemenangan dan meraih 
kursi dalam Pemilu.15 
Pola dasar strategi yang diperlukan harus dikenali agar dapat 
menetapkan pilihan strategi yang tepat. Dalam setiap pola dasar, dimana 
pilihan tersebut didasarkan pada citra yang diinginkan dan tujuan yang 
hendak dicapai. Dalam kajian ilmu politik, strategi politik selalu menjadi 
pembahasan yang menarik. Pembahasan ini terkait adanya keinginan caleg 
perempuan untuk menjadi seorang pemimpin dalam struktur pemerintahan. 
Keinginan ini mendorong para aktor atau elit politik untuk menggunakan 
strategi politik dalam mencapai cita-cita politiknya. 
Strategi politik merupakan sebuah cara yang digunakan dalam dunia 
politik termasuk dalam menghadapi pemilihan legislatif. Strategi yang 
digunakan diharapkan mampu memberikan hasil yang optimal bagi 
kompetitor. Strategi pemenangan yang dibutuhkan oleh caleg perempuan 
membutuhkan kematangan perencanaan guna memasarkan program-
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 Prihatmoko, Moesafa Joko J., 2008. Menang Pemilu di Tengah Oligarki Partai. Pustaka Pelajar 
Bekerja sama dengan Universitas Wahid Hasim Semarang, Yogyakarta.h.21-22 
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program politiknya. Caleg perempuan yang bersaing dengan para kompetitor 
lainnya wajib mengikuti aturan yang berlaku dalam menjalankan strategi 
politiknya. Sebagaimana aturan yang telah ditetapkan oleh KPU, ada syarat-
syarat yang tidak boleh dilanggar oleh seluruh calon legislatif dalam masa 
kampanye guna menciptakan pemilihan yang dilaksanakan secara 
demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil 
Strategi yang digunakan pun beragam, baik calon baru maupun calon 
incumbent. Tetapi dari berbagai strategi yang dilakukan para calon legislatif 
perempuan, adapun yang menarik dari salah satu strategi yang digunakan 
oleh calon legislatif, dimana para calon anggota Legislatif perempuan 
tersebut menggunakan strategi dengan memanfaatkan program pemerintah 
untuk menarik suara simpatisannya baik simpatisan yang sudah ada dan 
terus ingin dipertahankan (defensif), maupun menambah jumlah 
simpatisannya atau pemilih baru (ofensif). 
Dari uraian di atas maka pada hasil penelitian dan bagian dari 
pembahasan sebelumnya, akan dibahas beberapa aspek yang akan di 
uraikan lebih lanjut. Dari 9 (Sembilan) Caleg perempuan partai Nasdem 
hanya  1 (satu) caleg perempuan yang lolos masuk ke DPRD kota Palopo, 
ada beberapa strategi yang Ia gunakan untuk pemenangannya sehingga Ia 
berhasil lolos ke DPRD dibandingkan caleg perempuan lainnya, yaitu: 
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A. Strategi Ofensif 
Strategi politik ofensif merupakan strategi kampanye politik yang 
digunakan untuk mempengaruhi pemilih, yang harus dijual atau ditampilkan 
adalah perbedaan terhadap keadaan yang berlaku saat itu serta keuntungan-
keuntungan yang dapat diharapkan dari padanya sehingga dapat terbentuk 
kelompok pemilih baru di samping para pemilih yang telah ada. Oleh karena 
itu, harus ada penawaran baru atau penawaran yang lebih baik bagi para 
pemilih yang selama ini memilih partai pesaing. 
Kompetisi politik saat ini, seperti pemilihan legislatif 2014 dengan 
banyaknya pesaing-pesaing baru, para caleg perempuan merasa 
membutuhkan strategi politik agar dapat memenangkan kompetisi politik 
sehingga dapat terpilih kembali. Keinginan para caleg perempuan untuk 
memenangkan pemilihan tentunya tidak semudah dengan apa yang mereka 
bayangkan. Banyaknya caleg-caleg perempuan lainnya yang lebih 
memperhatikan medan dan mempersiapkan strategi untuk terus 
mempertahankan dan menambah suara sebelumnya. Hal ini jelas harus 
menjadi perhatian yang serius bagi kandidat lainnya. Dalam strategi politik 
dilihat dari konteks aktivitas politik, membutuhkan adanya pemasaran politik. 
Hal tersebutlah yang seyogyanya menjadi perhatian oleh seorang incumbent. 
Pemasaran politik yang dilakukan oleh kandidat  tentunya bertujuan tidak 
hanya menarik simpatik konstituen.  
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Dari konteks aktivitas politik, pemasaran politik dimaksudkan adalah 
penyebarluasan informasi tentang kandidat dan program yang dilakukan oleh 
para elit politik melalui saluran-saluran komunikasi tertentu. Hal ini di tujukan 
kepada sasaran tertentu dengan tujuan mengubah wawasan, pengetahuan, 
sikap, dan perilaku para calon pemilih sesuai dengan keinginan pemberi 
informasi. 
Salah satu cara atau strategi yang digunakan dalam memasarkan 
program-program politiknya adalah melalui kampanye politik. Kampanye 
politik merupakan sebuah bentuk komunikasi politik yang terorganisasi dalam 
waktu tertentu. Istilah kampanye berasal dari bahasa Inggris yaitu campaign. 
Secara umum, kampanye diartikan sebagai suatu kegiatan komunikasi verbal 
dan nonverbal secara persuasif. Rogers dan Storey (1987) menyatakan 
bahwa kampanye merupakan serangkaian kegiatan komunikasi antar 
organisasi dengan tujuan menciptakan dampak tertentu, terhadap sebagian 
besar khalayak sasaran secara berkelanjutan dalam periode tertentu.16 
Strategi politik itu juga bertujuan untuk mewujudkan segala rencana 
yang telah disusun yang kemudian menjadi satu fokus utama dalam sebuah 
pemilihan yaitu memperoleh suara terbanyak sebagai bentuk kemenangan 
untuk memperoleh kursi pada pemilu. Kekuasaan inilah yang menjadi tujuan 
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 Prof. Dr. Anwar Arifin, 2011, Komunikasi Politik, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm: 153 
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utama dari sebuah strategi karena kemenangan merupakan politik yang 
dapat digunakan dalam sistem politik. 
Strategi politik dengan memanfaatkan program Pemerintah yang 
dilakukan oleh caleg merupakan salah satu strategi yang berpengaruh di 
masyarakat. Namun melihat fenomena tersebut, kemudian memunculkan 
pertanyaan, apakah masyarakat tidak mengetahui bahwa kesehatan dan 
pendidikan gratis (lowongan pekerjaan) merupakan program pemerintah? 
Peneliti mengajukan pertanyaan ini pada salah satu masyarakat di 
Kecamatan Wara, berikut hasil wawancaranya: 
“saya memilih caleg yang memperhatikan nasib masyarakat, 
ada caleg yang menjanjikan hal-hal gratis itu yang saya pilih. Saya itu 
seharusnya program pemerintah, tetapi diliat pemerintahan yang 
sekarang apa yang bisa dilakukakan oleh Walikota saat ini? 
Pembangunan saja macet apalagi ngurusin yang hal-hal kesehatan 
masyarakat bawah. Saya dan sebagian masyarakat memilih Bu 
Hasriyanti karena beliau mengatakan apapun yang kami butuhkan dia 
akan penuhi, selain itu karna bu Hasriyanti tinggal dlikungan kami”.17 
 
Dari hasil wawancara tersebut peneliti berasumsi bahwa masyarakat 
mengetahui program - program pemerintah. Masyarakat hanya memandang 
calon legislatif yang memandang dan memperhatikan nasib Masyarakat. 
Masyarakat akan memilih jika di janjikan apapun yang dibutuhkannya dapat 
di penuhi oleh calon legislatif jika terpilih.  
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 Hasil wawancara dengan Bu Fitri, Salah satu warga di Kecamatan Wara yang juga memiliki hak pilih 
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Hal ini diperkuat oleh yang dikatakan oleh Homans bahwa asumsi 
dasar proposisi sukses dalam teori pertukaran sosial adalah “semakin sering 
tindakan seseorang itu dihargai maka semakin sering orang itu melakukan 
tindakan yang sama”. Sebaliknya, semakin sering tindakan seseorang itu 
gagal atau tidak mendapatkan penghargaan maka tindakan itu tidak akan 
diulangi lagi olehnya. 
Penulis melihat bahwa strategi yang digunakan caleg tersebut 
merupakan cara untuk membangun atau menambah kepercayaan 
masyarakat kepada calon-calon wakil rakyat khususnya perempuan, yang 
mulai cenderung apatis dengan pemilu. Pada awalnya warga Kecamatan 
Wara dan kecamatan Lainnya  utamanya dari kalangan tukang Ojek 
(kalangan menengah kebawah), cenderung apatis dengan adanya pemilu. 
Mereka menilai bahwa berpartisipasi pada pemilu tidak akan berdampak apa-
apa bagi mereka. Mereka hanya dibutuhkan pada saat tertentu, ketika para 
calon mengharapkan untuk dipilih pada pemilu, setelah itu para elit 
melupakan mereka dari kalangan menengah kebawah dan hanya akan lebih 
ingin berkorelasi pada petinggi-petinggi di daerah, atau dalam kecamatan 
hanya para kepala kecamatan, kepala desa dan kepala dusun saja. Hal ini 
dibenarkan oleh beberapa warga dari Kecamatan Wara, Kecamatan Bara, 
dan Kecamatan Mungkajang Kota Palopo secara garis besar mengatakan : 
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 “caleg itu ada pi begini-begininya (pemilu) baru semua muncul 
heboh, janji-janjinya banyak, apalagi kalau caleg perempuan dirumah 
saja urus keluarga, apalagi yang mau dicari kalau jadi anggota DPR, 
kasian anaknya nanti kurang perhatian”. 
 
Berdasarkan, pendapat dari informan di atas, penulis melihat bahwa 
telah muncul sikap ketidakpercayaaan lagi terhadap wakil-wakil rakyat yang 
menjabat sebagai anggota legislatif. Hal ini disebabkan karena para caleg 
yang terpilih pada pemilihan sebelumnya tidak memenuhi janji-janji politiknya 
terhadap masyarakat. Sehingga masyarakat berfikir secara apatis dalam 
pemilihan selanjutnya. 
Masyarakat sekarang telah memandang bahwa caleg yang memberi 
keuntungan kepada masyarakat maka caleg itulah yang akan dipilih. Maka 
melihat apatisme masyarakat akan pemilu, para calon legislatif beradu 
strategi untuk menarik simpatik masyarakat agar memberikan hak suaranya 
terlebih lagi bagi caleg perempuan mereka harus membuat strategi yang bisa 
diterima oleh masyarakat. 
Dari strategi ofensif yang telah dipaparkan sebelumnya maka hal ini 
kemudian melahirkan teori pertukaran. Teori pertukaran yakni misalnya, 
sembako, kendaraan operasional, perbaikan lampu jalan, dan program-
program lainnya. Sebagian caleg perempuan  menawarkan hal tersebut 
dalam masa kampanye untuk mempengaruhi masyarakat agar memilihnya 
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pada pemilihan legislatif  2014 di Kota Palopo yang terjadi pada daerah 
pemilihan III di Kecamatan Wara. Menurut M. Blau bahwa semakin banyak 
seseorang mengharapkan orang lain untuk melakukan aktivitas-aktivitas 
tertentu, dia akan semakin mungkin untuk melakukan aktivitas tersebut. 
Dalam mengamati karakteristik masyarakat Kecamatan Wara yang 
semakin dinamis dan partisipatif pada pemilihan legislatif 2014 ini, penulis 
berasumsi bahwa pada teori ini pun tidak terlepas dari adanya take and give 
antara individu dan kelompok sosial. Yang dimana individu adalah Caleg 
perempuan dan kelompok sosial adalah masyarakat. Kelompok sosial 
tersebut melihat untung ruginya ketika mereka tidak mendapat keuntungan 
dari pemilihan legislatif ini mereka tidak akan memilih atau yang diberikan 
caleg perempuan tidak menguntungkan baginya, sebaliknya jika mereka 
merasa diuntungkan dengan yang diberikan oleh caleg perempuan tersebut, 
mereka juga akan memberikan apa yang diharapkan caleg pada pemilihan 
legislatif 2014. Jadi ada timbal balik antara caleg dengan masyarakat dalam 
mencapai kepentingan masing-masing. 
Dalam pemilihan legislatif 2014 ini, perlu adanya nilai tukar dalam 
memperoleh tujuan dari strategi yang dilakukan. Nilai tukar ini antara caleg 
dan konstituennya yang direalisasiskan dalam bentuk pembagian Sembako, 




“Saya tidak pernah pilih caleg perempuan baru kemarin saya mau 
pilih, itupun karena yang menjadi caleg perempuan tetangga saya bu 
Hasriyanti, alasan lainnya karena bu Hasriyanti sudah perbaiki lampu 
jalan lorong, dan waktu ada warga yang sempat sakit bu Hasriyanti 
yang bawa dokter untuk obati (gratis) dibanding caleg perempuan 
lainnya. Terus waktu terpilih bu Hasriyanti sempat membagikan 
sembako kepada warga sekitar sini. Beliau bersedia untuk 
mengupayakan apa yang kami butuhkan sebagai ucapan 
terimakasih.”18 
 
Menurut Penulis, banyaknya masyarakat yang membutuhkan lampu 
jalan dan sembako gratis dari caleg, membuat caleg perempuan (Hasriyanti) 
menjadikan program ini sebagai milik publik tetapi menjadi pemberian dari 
caleg sebagai timbal balik untuk dipilih pada pileg. Asumsi pertukaran sosial 
M. Blau mengatakan bahwa semakin banyak seseorang saling menukar 
hadiah (reward) dengan yang lain, akan semakin memungkinkan munculnya 
kewajiban-kewajiban timbal balik yang mengarahkan timbulnya pertukaran-
pertukaran antar kedua orang  tersebut.  
 Misalnya pertukaran itu dilakukan dengan cara Caleg perempuan 
memberikan sembako, pengobatan gratis dan lampu jalan gratis kepada 
konstituennya kemudian konstituennya memberi suaranya untuk caleg 
perempuan tersebut. 
A.1 Strategi pencitraan  
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 Hasil wawancara bapak Udding, salah satu warga di Kecamatan Mungkajang Kota Palopo pada 
tanggal 15 Mei 2015 
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Berdasarkan hasil temuan penelitian, terdapat serangkaian strategi  
pencitraan caleg perempuan pada waktu pemilu tahun 2014. Masyarakat di 
Kecamatan Wara lebih mempercayai calon legislatif tanpa melihat profil partai 
yang mengusungnya.  
 “ Saya turun langsung kemasyarakat sudah jauh-jauh hari 
bukan pas akan diadakannya pemilihan umum, saya sebagai ibu 
rumah tangga bisa dibilang aktif dalam pertemuan-pertemuan 
lingkungan, pengajian dimesjid (Majlis Ta’lim). Dari situlah saya 
manfaatkan untuk memperkenalkan diri kalau saya akan menjadi 
salah satu calon anggota legislatif, tentu dengan bantuan keluarga 
saya juga untuk memperkenalkan saya dimasyarakat luas, dan saya 
dibantu oleh keluarga”.19 
 
Bentuk turun langsung ke bawah atau ke masyarakat, pada umumnya 
setiap caleg sama, yaitu turun hingga ke RT-RT melalui kerja bakti, 
pengajian, PKK, atau setiap event yang ada di masyarakat, yang perlu 
ditekankan ialah para caleg perempuan ini tidak ada yang mengadakan acara 
sendiri terutama acara di masyarakat yang dalam skala besar. Ini merupakan 
salah satu bentuk dari proses pencitraan para caleg, yang sifatnya sama 
dengan strategi Turba (turun kebawah). Cara ini memang efektif, namun 
proses mendekati masyarakat ini jangan hanya sewaktu akan pemilu saja.  
Di Kecamatan Wara (dapil III) merupakan tempat dimana ibu 
Hasriyanti memperoleh suara terbanyak dibandingkan kandidat perempuan 
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 Hasil Wawancara dengan Bu Hasriyanti (caleg terpilih dari Partai Nasdem) 27 april 2015 
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lainnya dari partai Nasdem misalnya, hal ini dikarena selain melakukan 
strategi Politik lainnya ibu Hasriyanti juga melakukan strategi politik 
pencitraan, dimana citra seorang Ayahnya yang berstatus Imam di 
Kecamatan Wara tersebutlah yang akhirnya mendongkrak suara bu 
Hasriyanti sehingga dapat terpilih dan lolos pada pemilu 2014, berbeda 
dengan kandidat perempuan lainnya dari partai yang sama yakni Nasdem. 
Sosialisasi Hasriyanti terhadap publik dan komunikasi politik dengan 
elit lokal dan masyarakatnya sangat terjalin dengan baik sehingga dia 
mendapatkan banyak pendukung dari masyarakat basis daerah 
pemilihannya. Komunikasi politik yang dilakukan oleh Hasriyanti kepada 
masyarakat dan relasinya sangat bagus, karena komunikasi politik sangat 
diperlukan sebagai media atau proses penyampaian pesan (pembangunan 
politik) dari seseorang ke orang lain, sekelompok orang, dan masyarakat luas 
agar kapabilitas diri menjadi meningkat. Bentuk-bentuk komunikasi politik 
yang dipakai dan dikembangkan oleh Hasriyanti sebagai seorang politisi 
yaitu; pengembangan opini publik, lobby politik, komunikasi pemasaran 
politik. Dalam hal ini, Hasriyanti sebagai calon legislatif perempuan memiliki 
cara berkomunikasi yang khas dibandingkan calon legislatif lainnya. Dia 
menggunakan cara komunikasi dengan sikap saling percaya antara dia dan 
konstituennya. Rasa saling percaya itu dibentuk lewat perkawanan dan 
bukan menjadikan konstituen sebagai objek untuk memperoleh suara pada 
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saat pemilihan umum. Pencitraan juga dilakukan dengan pemberian barang 
atau sumbangan. 
Memberikan sesuatu barang atau menyumbangkan sejumlah uang, 
memang sudah menjadi hal yang biasa dalam meraih simpati dari 
masyarakat. Ke sembilan calon perempuan mengaku bahwa mereka di 
setiap pertemuan di masyarkat, seperti di pengajian harus membawa barang, 
meskipun hanya sekedar jilbab saja. Yang dimaksud menjanjikan atau 
memberi dalam penjelasan pasal 87, adalah inisiatifnya berasal dari 
pelaksana kampanye yang menjanjikan dan memberikan untuk 
mempengaruhi pemilih. Sedangkan materi yang disebutkan tidak termasuk 
barang-barang yang merupakan atribut kampanye pemilu, antara lain kaos, 
bendera, topi dan atribut lainnya. 
A.2 Kampanye 
Kampanye pemilu itu hanya polesan saja dan pencitraan itu tidak bisa 
sebulan dua bulan. dalam Manajemen Politik, strategi seperti ini disebut Fast 
Finish Strategy. Menyelesaikan strategi dengan cepat, ini adalah sebuah 
strategi promosi yang standar. Kampanye dimulai dengan diam-diam dan 
lambat, lalu dipercepat beberapa hari sebelum hari pemilu. Strategi ini cocok 




a. Strategi promosi  
Dalam Manajemen Politik, strategi seperti ini disebut Cruise 
Control Strategy atau strategi mengontrol perjalanan, adalah sebuah 
strategi promosi yang standar. Strategi yang mengorganisasikan aksi-
aksi pers, iklan, dan poster selama jangka waktu yang panjang. 
“saya waktu kampanye lewat baliho, stiker-stiker foto saya, 
sama kekeluargaan maksudnya turun langsung kerumah-rumah 
warga.”20 
 
 Dari beragam strategi di atas, dapat diketahui bahwa strategi 
yang digunakan para caleg perempuan masih dikategorikan strategi 
yang standar, terutama untuk kampanye, cara-cara yang digunakan 
masih bersifat konvensional dan biasa diterapkan sejak dulu. Terdapat 
satu strategi baru yang digunakan oleh salah satu caleg, yaitu kontrak 
politik. Tetapi dalam pelaksanaan kontrak politik, harus juga 
memperhatikan pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 
10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah, menyebutkan bahwa dalam hal terbukti pelaksana kampanye 
menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai 
imbalan kepada peserta kampanye secara langsung ataupun tidak 
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 Hasil Wawancara dengan Hasriyanti Caleg terpilih Nasdem Kota Palopo. 27 April 2015 
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langsung. Karena dalam pasal ini terdapat kata menjanjikan, sehingga 
caleg yang sudah memenuhi unsur dari pasal 87 beserta 
penjelasnnya, maka dapat dikategorikan pelanggaran kampanye.   
b. Sosialisasi  
Pemilu pada tahun 2014 kemarin selain sebagai ajang untuk 
para caleg mempromosikan dirinya juga memberikan pengarahan 
tentang cara pemilihan yakni dengan cara mencoblos. 
Total pengeluaran untuk masing-masing caleg berbeda dan 
jumlahnya relatif. Terkait dengan pendanaan, semua dana berasal dari 
dana pribadi caleg dan tidak ada kontribusi dari partai. Pengeluaran 
yang banyak yaitu, seperti  misalnya saja jika mau mengundang tokoh 
masyarakat maka harus menyediakan snack, makan, rokok atau 
paling tidak mengisi kas RT/ RW, bukan money politic karena memang 
mereka yang minta, belum lagi kalau minta-minta peralatan sound 
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kebaikan yang telah didapatkan 
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B. Strategi Defensif 
Strategi defensif pada dasarnya merupakan strategi untuk 
mempertahankan pasar. Hal inilah yang kemudian menempatkan strategi ini 
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sebagai strategi yang khas untuk mempertahankan mayoritas pemerintah 
yang kemudian akan membuat partai politik untuk memelihara pemilih tetap 
mereka dan memperkuat pemahaman para pemilih sebelumnya terhadap 
situasi yang berlangsung.21 
Strategi politik yang dirancang oleh caleg perempuan tidak terlepas 
dari strategi yang diberikan oleh partai pendukungnya. Partai Nasdem sendiri 
memberikan dukungan dan pembelajaran bagi kader perempuan sebelum 
memasuki arena pemilihan umum, seperti yang kita ketahui bersama bahwa 
partai Nasdem merupakan partai yang lolos verifikasi pada pemilu kemarin 
dengan nomor urut 1, Partai Nasdem sendiri merupakan partai yang baru 
terbentuk pada pemilu kali ini. Adapun strategi politik yang dilakukan oleh 
Partai Nasdem unutuk mendukung caleg perempuan adalah : 
“Partai Nasdem palopo hanya melakukan blusukan saat jadwal 
kampanye akbar menghadapi pilcaleg 9 april lalu, saat blusukan kami 
lebih memilih memilih bersih-bersih sambil mensosialisasikan 
kemasyarakat cara memilih yang benar. Selain itu Nasdem Palopo 
juga melakukan pengobatan gratis ditiga titik dikota Palopo, selain itu 
untuk lebih memperkenalkan caleg permpuan tentu kami siapkan 
forum dapil, jelas tujuannya agar masyarakat mau memberikan 
suaranya pada caleg kami utamanya caleg perempuan.”22 
 
                                                          
21
 Toni, Efrizah, Kemal, 2006, MengenalTeori-TeoriPolitik, Bandung: PenerbitNuansa, hlm 203 
22
 Hasil wawancara dengan Hasriyanti, anggota Partai Nasdem Palopo. 11 Mei 2015 
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Dalam pemilu diperlukan adanya timbal balik yang dilakukan, untuk 
mencapai keinginan atau cita-cita politik, baik caleg maupun simpatisannya. 
Timbal balik tersebut dapat berupa barang yang di berikan oleh sang calon 
kepada pemilih dan dukungan suara dari pemilih kepada sang calon. Dengan 
begitu caleg  dan konstituennya dapat sama-sama di untungkan. 
Pasalnya, pemilu 2014 ini berlangsung dengan sangat menegangkan 
bagi para caleg, karena pemilu kali ini sangat menarik. Banyak calon-calon 
baru yang cukup memberikan warna baru bagi pesta demokrasi kali ini, 
banyak calon-calon yang masih muda ikut bertarung pada pemilu kali ini. Hal 
ini menunjukan adanya dinamika demokrasi di Kota Palopo. Ada anggapan 
pemilu kali ini yang berlangsung dengan sangat baik, aman dan tertib, 
menunjukkan adanya sikap politik masyarakat yang aktif, reaktif, dan 
responsif. 
Berdasarkan pengamatan penulis anggapan tersebut ada benarnya, 
dimana masyarakat menganggap pemilu sebagai momen utama untuk 
berpolitik dalam membangun kapasitas masing-masing. Penulis mengatakan 
kapasitas masing - masing, karena dalam orientasi politik memiliki 
kepentingan dan sikap politik yang berbeda sesuai dengan tujuan politik dan 
strata sosial dari masyarakat itu, baik secara individu mau pun kolektif. Maka 
perlu bagi para calon untuk mempersiapkan strategi yang sangat matang 
sehingga dapat terpilih karena melihat dinamisnya masyarakat saat ini. 
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Strategi tersebut juga beragam. Janji-janji politik yang disampaikan 
oleh para calon semua mengatas namakan kepentingan rakyat. Calon 
legislatif perempuan pun juga tidak mau kalah dengan calon legislatif laki-laki, 
mereka tetap terus meyakinkan masyarakat agar terpilih dan mewakil rakyat 
di parlemen, hal itu nampak lebih mudah oleh para calon perempuan. 
Hal ini serupa dengan yang dikatakan Hasriyanti  dari partai Nasdem, 
berikut hasil wawancaranya, 
 “Masyarakat sekarang sudah cerdas dalam memilih siapa yang 
layak dan tidak layak menjadi wakil rakyatnya, mengapa saya katakan 
demikian, karena masyarakat saat ini lebih melihat siapa saja yang 
dapat memberikan program yang paling d butuhkan masyarakat”. 
 
Berdasarkan wawancara informan di atas, penulis melihat bahwa 
caleg perempuan memandang masyarakat saat ini semakin cerdas. 
Masyarakat yang cenderung dinamis semakin menambah caleg perempuan 
untuk lebih matang dalam melakukan strategi untuk dapat terpilih kembali. 
Maka caleg perempuan harus lebih jeli dalam melihat program apa saja yang 
begitu diminati masyarakat sehingga dapat menjadi program unggul bagi 
masyarakat. 
B.1 Penguatan Forum Dapil 
Menjelang pemilihan legislatif 2014 kemarin, seluruh calon legislatif 
saling adu kekuatan atau yang biasa di sebut adu strategi. Tentu dalam 
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kompetisi politik seluruh calon ingin menjadi pemenang, namun masyarakat 
masing-masing punya kriteria untuk jadi wakil rakyatnya. Pada pemilihan 
legsilatif diperlukan strategi yang merupakan hal utama dalam menghadapi 
kompetisi politik. Strategi tersebut tentu bertujuan untuk simpatik masyarakat 
dan memperoleh suara sebanyak-banyaknya pada pemilihan legislatif 2014. 
Penataan dapil DPRD yang mulai dilakukan KPU bersama jajarannya 
sejak awal Desember 2012 lau sesungguhnya merupakan pekerjaan berat, 
rawan sekaligus berisiko. Sebab dapil merupakan arena perebutan kursi 
yang sebenarnya, karena di dapil inilah tersedia Kursi dan di sini pula 
terdapat suara pemilih. Proses penetapan dapil DPRD di kota Palopo 
berjalan lancar, nyaris tanpa protes dan gejolak. 
Menjelang pemilihan legislatif 2014 kemarin, seluruh calon legislatif 
saling adu kekuatan atau yang biasa di sebut adu strategi. Tentu dalam 
kompetisi politik seluruh calon ingin menjadi pemenang, namun masyarakat 
masing-masing punya kriteria untuk jadi wakil rakyatnya. Pada pemilihan 
legsilatif diperlukan strategi yang merupakan hal utama dalam menghadapi 
kompetisi politik. Strategi tersebut tentu bertujuan untuk simpatik masyarakat 
dan memperoleh  atau pun mempertahankan suara sebanyak-banyaknya 
pada pemilihan legislatif 2014. Dengan adanya penetapan dapil pada setiap 
kecamatan inilah yang digunakan oleh para caleg untuk membentuk forum 
dapil dimana hal ini bertujuan agar masyarakat lebih mengetahui, memahami 
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visi misi sang caleg sehingga masyarakat mau memberikan suaranya kepada 
caleg tersebut. 
Di dalam forum dapil yang juga harus diperhatikan caleg adalah 
pembentukan basis kekuatan setiap dapil (Tim Sukses). Dengan adanya 
basis kekuatan (tim sukses) maka caleg dapat mempertahankan suaranya 
pada saat pemilu. Peran tim sukses antara lain: 
1. Sebagai ujung tombak penyerap aspirasi masyarakat, karena tim 
sukses berasal dari masayarakat, jadi dari mereka-merekalah para 
caleg mengetahui apa k ebutuhan masyarakat dalam 
merencanakan program pembangunan daerah. 
2. Sebagai pemberi ide. Tiap-tiap wilayah kegiatannya berbeda 
sesuai kebutuhan dan selera tim sukses agar mampu menarik 
massa agar mau  berkumpul, memilih dan mempertahankan  
B.2 Pendekatan Persuasif 
Dalam strategi politik bukan hanya memberikan janji-janji politik 
dengan beragam program unggul yang mengatas namakan kepentingan 
rakyat, juga diperlukan pendekatan secara persuasif, agar terus tercipta 
kedekatan emosional antara masyarakat dengan wakil rakyatnya. Berikut 
hasil wawancara dengan Hasriyanti: 
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“saya tidak memiliki strategi khusus dalam pemenangan ini, 
namun saya lebih awal membangun komunikasi, komunikasi yang 
terjalin dengan sangat baik yang berlangsung hingga pada pemilu 
2014 kemarin dan sampai sekarang. Karena perlu diketahui bahwa 
masyarakat terkadang hanya ingin menjalin kedekatan dengan wakil 
rakyatnya, begitupun sebaliknya.”. 
 
Caleg dengan menjalin komunikasi yang baik dengan konstituennya, 
maka mampu menciptakan dan membangun kedekatan emosional dengan 
konstituennya, sehingga konstituennya merasa begitu dekat dengan wakil 
rakyatnya. Kedekatan yang persuasif menjadi titik tolak kampanye, seperti 
pada hasil wawancara tersebut dapat di lihat bahwa caleg permpuan ingin 
membangun citranya melalui pendekatan persuasif tersebut. Hal ini memang 
sangat diperlukan oleh sang calon, terutama caleg perempuan. Klingeman 
dan Romellan23 membedakan kampanye ke dalam kampanye informatif dan 
kampanye komunikatif. 
a. Kampanye informatif dilakukan secara satu arah dimana pesan-
pesan kampanye mengalir secara linear dari sumber kepada 
para penerima kampanye, tidak terjadi dialog antara pelaku dan 
penerima kampanye. Pelaku kampanye sepenuhnya 
mengandalkan media massa, iklan, baliho, dan lainnya sebagai 
media perantara untuk menyalurkan pesan-pesannya. 
                                                          
23
 Prihatmoko, Moesafa Joko J., 2005, Pemilihan Kepala Daerah Langsung: Fisosofi Sistem dan 
Problem Penerapan di Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.h.37-38 
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b. Kampanye komunikatif lebih berorientasi kepada khalayak dan 
menekankan pada pentingnya interaksi dan dialog khalayak 
sasaran. 
Dalam mencapai cita-cita politik, di perlukan strategi yang mampu 
menarik simpatik masyarakat. Apa yang telah diberikan caleg perempuan 
kepada konstituennya merupakan pengharapan bagi caleg perempuan 
bahwa ada feed back dari apa yang telah dia berikan pada masyarakat. Feed 
back yang diharapkan caleg perempuan adalah pemberian suara, sehingga 
dapat terpilih pada pemilu 2014. 
Dari hasil analisis tersebut, ini sejalan dengan konsep startegi defensif 
yakni Strategi yang digunakan apabila partai pemerintah atau sebuah koalisi 
pemerintahan yang terdiri atas beberapa partai ingin mempertahankan 
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A. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis 
lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan meliputi beberapa hal berikut: 
1. Strategi Offensif, dalam strategi ini yang harus dijual atau ditampilkan 
adalah perbedaan terhadap keadaan yang berlaku saat itu serta 
keuntungan-keuntungan yang dapat diharapkan dari padanya.  
2. Strategi Defensif, Barang publik untuk masyarakat secara umum 
(keseluruhan). Namun pada realita yang ada pada kecamatan Wara, 
Kecamatan Mngkajang dan Kecamatan Wara Barat tidak lagi menjadi 
barang publik. Caleg perempuan mendapat citra yang baik dimata 
masyarakat, dengan begitu konstituennya tetap akan memilihnya pada 
saat pencoblosan.  Strategi defensif merupakan strategi yang dilakukan 
untuk mempertahankan pemilih yang sudah ada dan juga menambah  
atau mempertahankan pemilih baru.  
B. Saran   
Sebagai akhir dari karya tulis ilmiah ini, maka peneliti mengajukan 
beberapa saran yang dapat dilaksanakan guna mendukung kompetensi 
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strategi calon legislatif perempuan pada waktu pemilu legislatif di Kota 
Palopo, yaitu: 
1. Sebaiknya partai harus meningkatkan manajemen kepartaian dengan 
mengadakan perubahan platform agar sesuai dengan aspirasi rakyat. 
Sehingga program yang dihasilkan merupakan refleksi dari situasi dan 
kondisi di masyarakat.   
2. Para caleg perempuan harus mengkaji lebih dalam lagi tentang strategi-
strategi politik. Tujuannya supaya pendekatan yang digunakan tidak lagi 
konvensional dan lebih efektif untuk memenangkan pemilu legislatif pada 
periode mendatang. 
3. Perlu adanya restrukturisasi hubungan antara politisi, partai politik dan 
Masyarakat. Karena yang terjadi selama ini caleg behasil menang dalam 
pemilu karena usahanya sendiri dan minim kontribusi dari partai. Partai 
hanyalah sebagai label dan masyarakat lebih melihat personalitas caleg 
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